PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. H. Zainir Havis No... Telp. (0741) 444855/41706 Fax. (0741) 42992
JAMBI-36128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

- . NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP) PENYELENGGARAAN
PERIZINANDAN NON PERIZINAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA JAMBI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

Menimbang :a. Bahwa keputusan Walikota Jambi Nomor 204 Tahun
2018 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi perlu
dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya dibidang Penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan penanaman modal, baik modal
dalam negeri maupun luar negeri yang membutuhkan
pelayanan perizinan yang berkualitas serta mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi,
maka perlu adanya sistem pemberian izin yang mudah,
cepat, efisien, transparan, pasti dan terintegrasi,
dipandang perlu adanya Penetapan Standar Pelayanan
Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Walikota tentang Penetapan Standar
Pelayanan (SP) Penyelenggaraan Perizinan dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47237);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang pelayanan Publik (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik atau Online Single Submission (OSS)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 90, Tambahan Le,baran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamabhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
21)

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2010);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016
Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

14,

15.

16.

17.

18.

19,

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan
Kabupaten/ Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2010

tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (
Lembaran Kota Jambi Tahun 2010 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016
tentang pembentukan organisasi dan susunan perangkat
Dacrah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi
Tahun 2916 Nomor 14);

Peraturan Walikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi,
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang perubahan Atas
Peraturan Walikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI,

Menetapkan Standar Pelayanan (SP) Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi
scbagaimana tercantum dalam lampiran  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Standar Pelayanan (SP) ini meliputi ruang lingkup

pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan

yaitu :

a. Perizinan Berusaha secara Online Single Sub Mission
(OSS) ; dan
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KELIMA

KEENAM

KETUJUH

b. Perizinan dan Non Perizinan non Online Single Sub
Mission (0SS);

Standar Pelayanan (SP) Perizinan Berusaha

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a
mempedomani pada ketentuan Standar Pelayanan yang
dikeluarkan oleh Lembaga OSS, sebagai berikut :

1. Pemohon melakukan pendaftaran di OSS melalui alamat
http:/ /www/oss.go.id/oss/;

2. Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui
0SS;

3. Pemohon mendapatkan NIB, dan Perizinan berusaha
melalui OSS;

4. Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada
DPMPTSP Kota Jambi;

5. Tim Tekhnis DPMPTSP Kota Jambi melakukan survey
dan/atau monitoring perizinan ketempat lokasi usaha (
jika diperlukan);

6. DPMPTSP Kota Jambi memberikan persetujuan
pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak
terpenuhi melalui OSS;

7. Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari
OSS;

Standar Pelayanan (SP) Penyelenggaraan Perizinan dan Non
Perizinan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini wajib
dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai acuan dalam
penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara,
aparat pengawasan dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan Publik.

: Standar Pelayanan (SP) Penyelenggaraan Perizinan dan Non

Perizinan juga berlaku untuk perizinan dan non Perizinan
secara Non Elektronik.

: Dengan diberlakukannya Keputusan Walikota Jambi ini

maka Keputusan Walikota Jambi Nomor 204 Tahun 2018
tentang Penetapan Standar Pelayanan (SP) Perizinan dan
Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 06 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
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Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Jambi

Nomor : 29 Tahun 2022

Tanggal : 06 Januari 2022

Tentang : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

I. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah dinyatakan
bahwa tujuan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas
pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Sasaran penyelenggaraan
pelayanan terpadu satu pintu adalah terwujudnya pelayanan publik yang cepat,
murah, mudah, trasnparan, pasti,terjangkau dan terintegrasi serta meningkatkan
hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan
pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan
penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna
mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP)
Kota Jambi berlokasi di komplek perkantoran Walikota Jambi Jln Zainir Haviz
telp.(0741) 41706 fax. (0741) 42992 Email :dpmptsp.jambikota.go.id.

DPMPTSP Kota Jambi saat ini dipimpin oleh Bapak Fahmi, SP, sampai saat
ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di DPMPTSP Kota Jambi adalah
76 orang, yang terdiri dari PNS 38 orang, Kontrak 38orang.

II. Dasar Hukum
Penyelenggaraan operasional DPMPTSP Kota Jambi berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
daerah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar pelayanan,

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah



6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submussion (OSS) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 NOMOR 90,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi ( Lembaran Daerah
Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14 );

9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas
Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi ( Berita
Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 49 );

10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi

III. Sarana, prasarana

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar
pelayanan perizinan dan nonperizinan.Dalam perkembangan teknologi maka
pelayanan di DPMPTSP Kota Jambi juga didukung dengan pemanfaatan Informasi
Teknologi.

IV. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) di DPMPTSP Kota Jambi adalah merupakan
variabel kunci dalam keberhasilan pelayanan perizinan dan non perizinan yang
dihasilkan oleh DPMPTSP Kota Jambi. Setiap personel SDM yang ada/ akan
diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/ sesuai dengan profesi,
mampu bekerja secara Tim dan berintegritas pada institusi, Bangsa dan Negara.

V. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Pengawasan Internal dilaksanakan agar penyelenggara pelayanan Perizinan
sesuai dengan standard pelayanan publik sesuai dengan yang telah ditetapkan,
untuk itu perlu ada pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh
atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar
pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara lancar dan efektif sesuai dengan
program atau kegiatan.

Pengawasan internal yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Jambi yaitu :

1. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh tiap atasan secara struktural
baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari dengan penerapan
SKP ( Sasaran Kerja pegawai ).

2. Audit internal dilaksanakan oleh Auditor Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Jambi.



VI. Jaminan pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas
pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna
jasa pelayanan di DPMPTSP Kota Jambi. DPMPTSP Kota Jambi senantiasa
berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah
baik.

VII. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Jaminankeamanan pelayanan di DPMPTSP Kota Jambi dimaksudkan
sebagai upaya prioritas yang harus dilakukan oleh DPMPTSP, sehingga pemohon
dan juga petugas DPMPTSP Kota Jambi akan selalu dalam keadaan aman.
Sasaran keamanan meliputi:

1. Ketepatan pengurusan perizinan sesuai dengan permohonan yang diajukan,
keamanan dokumen perizinan yang diterbitkan yang memiliki dasar hukum
dengan dibubuhi stempel dan nomor seri dokumen izin. Hal ini dimaksudkan
agar setiap dokumen perizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP berstatus
asli dan sulit dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

2. Memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai mulai dari gedung
dan fasilitas pendukung, termasuk petugas keamanan sehingga akan
memberikan rasa aman.

VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan
waktu, dan DPMPTSP Kota Jambi telah menerapkan pola Tunjangan Penambahan
Penghasilan (TPP) yang berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor:01 Tahun
2018 Salah satu komponennya adalah penilaian kinerja terhadap setiap pegawai.
Hasil penilaian kinerja akan berpengaruh terhadap besaran nilai dari tunjangan
beban kerja yang akan diterimanya.Sehingga sebagai implementasinya dari
kebijakan tersebut maka Pelaksanaan evaluasi kinerja diDPMPTSP Kota Jambi
dilakukan setiap bulan.

Selain itu DPMPTSP Kota Jambi melaksanakan survey kepuasan
masyarakat (SKM) dilaksanakan secara swakelola yang dilakukan setahun sekali.
SKM dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Jambi ditentukan oleh
tingkat kepuasan masyarakat dapat dicapai apabila masyarakat menerima
pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan atau diharapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 06 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

D

FAHMI, SP
196702051998031004




Lampiran II

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Jambi

Tentang : Penetapan Standar Operasional Prosedur
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jambi

I. STANDAR PELAYANAN

1. IZIN MENDIRIKAN KLINIK DAN IZIN OPERASIONAL KLINIK

NO

KOMPONEN

URAIAN

ds

Dasar Hukum

o

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah.

Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
PerizinandanNonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Persyaratan
pelayanan

voNoUAEwWNR

13.
14.
15.

16.
17.

Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

0SS (Email, KTP,NPWP Pribadi/NPWP Perusahaan dan Akta)
Print NIB dan Izin Usaha Lainya yang diperoleh dari 0SS

Copy KTP, Copy PBB Lunas Tahun Terakhir

Photocopy IMB dan sewa menyewa+KTP pemilik Bangunan
Copy SITU yang sudah diregistrasi

Copy ljazah dan Surat Penugasan (SP) Dokter Penaggung Jawab
Copy Surat Izin Kerja (SIK) Perawat

Copy pendirian badan hukum/ badan usaha kecuali perorangan

. Copy bukti kepemilikan tanah/ bukti kontrak minimal 5 tahun
. Dokumen SPPL untuk rawat jalan dan UKL UPL untuk rawat inap
. Profil klinik meliputi pengorganisasian, lokasi bangunan,denah

ruangan,prasarana,ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium,
layanan yang diberikan dan daftar tarif yang diperlukan

Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Jambi

Copy lzin Mendirikan klinik untuk permohonan Izin operasional klinik
Jika yang bersangkutan tidak mengurus langsung,dilampirkan surat kuasa
bermaterai Rp. 6000

Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar

Semua berkas permohonan disusun dalam map kulit jeruk warna kuning
rangkap 2

Prosedur/Mekanisme

TOM RVICE KEPALA
1. Menerima berkas DPMPTSP
permohonan Tanda tangan
<:| 2. Menyerahkan SK

SK
PEMOHON - TT

KEPALA SEKSI
. Meneliti keabsahan berkas KEPALA
. Peninjauan lapangan BIDANG
. Koordinasi dgn dinas terkait Paraf draf SK
. Pembuatan BAP
. Paraf Draf SK

npH WK =




Keterangan :

1.Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran

2.PetugasPendaftaran menerima berkas administrasi Izin
Mendirikan Klinik

3.Kepala Seksi Meneliti berkas,memverifikasi,pembuatan SK

4.Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosialmemparaf draf SK

5.Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK

6.Penyerahan SK

Waktu pelayanan

sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.

Biaya /tariff

Gratis

Produk layanan

Izin Mendirikan Klinik dan izin Operasional Klinik

~|o|o

Sarana,Prasarana
dan/atau fasilitas

Sarana:

a. Perangkat komputer

b. Alat Tulis Kantor

c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko /Formulir Izin

e
f.
24

. Brosur pengurusan izin
Papan informasi dan persyaratan izin
. Telepon

h. Website
Prasarana :

a.

b.

TR ™0 a0

Loket Informasi

Loket Administrasi Perizinan (Front Office)dan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)

Loket Pengaduan

Loket pengambilan izin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman parkir

Kompetensi
Pelaksana

S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika

SMA dan SMK

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Lulus Diklat PTSP

Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan internal

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
Dilaksanakan secara kontinyu

10.

Penanganan
pengaduan,saran
dan masukan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung

dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan

masukan melalui :

Petugas Pengaduan

Surat

Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;

Telepon 0741-42992 /41706 dan SMS 08117441592

Email :dpmptsp@jambikota.go.id

Website melalui alamat http:/ /dpmptsp.jambikota.go.id

g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id

Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat

diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan

akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan

sepengetahuan atasan/pimpinan ;

Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan

diselesaikan melalui tahap :

Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau

tertulis.

oo o

11.

Jumlah Pelaksana

6 orang

12.

Jaminan Pelayanan

Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan prinsip
pelayanan yang prima dan sepenuh hati

13

Jaminan Keamanan
dan keselamatan
Pelayanan

1.
2

3.

Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Dinas

Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.




14.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.

2. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

4. Permenkes No.3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan
Rumah Sakit

5. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta
Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Jambi;

6. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan

PerizinandanNonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

(A3

Persyaratan
pelayanan

1. 0SS (Email KTP,NPWP Pribadi/NPWP Perusahaan dan Akta)

3. Print NIB dan Izin Usaha Lainya yang diperoleh dari 0SS

3. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

4. Copy KTP, Lunas PBB Tahun Terakhir

5. Copy pendirian badan hukum/ badan usaha kecuali instansi
pemerintah

. Copy bukti kepemilikan tanah/ bukti kontrak minimal 5 tahun

. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan

. Studi kelayakan, masterplan, detail engineering design

. Copy IMB dan SITU

10. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar

11. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Jambi

12.Jika yang bersangkutan tidak mengurus langsung,dilampirkan surat

kuasa bermaterai Rp. 6000
13.Semua berkas permohonan disusun dalam map Kulit jeruk warna
kuning rangkap 2

Nelie s LN o)}

Prosedur/Mekanisme

CUSTOMER SERVICE KEPALA
1. Menerima berkas tl DPMPTSP

: permohonan Tanda tangan

2. Menyerahkan SK SK

KEPALA SEKSI D

. Meneliti keabsahan berkas KEPALA
. Peninjauan lapangan E> BIDANG

PEMOHON

Koordinasi dgn dinas terkait Paraf draf SK
Pembuatan BAP

Paraf Draf SK

N

Keterangan :

1.Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran
2.PetugasPendaftaran menerima berkas administrasi Izin Mendirikan
Rumah Sakit

3.Kepala Seksi Meneliti berkas,memverifikasi,pembuatan SK
4.Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosialmemaraf draf SK

5.Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK

6.Penyerahan SK




4. | Waktu pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.
5. Biaya /tariff Gratis
Produk layanan Izin Mendirikan Rumah Sakit
Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman parkir
8. Kompetensi - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
Pelaksana - SMA dan SMK
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. Pengawasan internal | 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
10. | Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
pengaduan,saran Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
Yexy iEsGlan dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan masukan
melalui :
a. Petugas Pengaduan
b. Surat
c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
d. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
e. Email :dpmptsp@jambikota.go.id
f. Website melalui alamat
http:/ /dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
S. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
11. | Jumlah Pelaksana 6 orang
12. | Jaminan Pelayanan Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan prinsip
pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13 | Jaminan Keamanan 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap

dan keselamatan
Pelayanan

stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Dinas

3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.




14.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan
14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya
setiap 1 tahun sekali.

3. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

4, Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta
Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Jambi;

5. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan

PerizinandanNonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

WK~

Persyaratan
pelayanan

1. 0SS (Email KTP,NPWP Pribadi/untuk perusahaan NPWP
Perusahaan dan Akta)

. Print NIB dan Izin Usaha Lainya yang diperoleh dari 0SS

. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

. Copy KTP, Copy Lunas PBB Tahun Terakhir

. Copy pendirian badan hukum/ badan usaha kecuali perorangan
kecuali instansi pemerintah

. Studi Kelayakan, Masterplan,Detail Engineering Design

. Copy SITU,Copy IMB/ bukti kepemilikan tanah/ bukti kontrak
minimal 5 tahun

8. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

9. Surat Pernyataan Dari Pemilik Bahwa Sanggup Mentaati Ketentuan

Peraturan Yang Berlaku Dibidang Kesehatan
11. Denah Ruangan Bangunan (1:100)
12. Data Kepegawaian Direktur Rumah Sakit,terdiri dari ljazah
Dokter,Surat Penugasan (SP),Surat Izin Praktek (SIP)

13. Surat Pengangkatan Sebagai Direktur Oleh Pemilik

14. Daftar Ketenagaan Medis, Paramedis dan Non Medis

15. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebagai Direktur dan

Penanggung Jawab Rumah Sakit (asli bermaterai Rp.6000)

16. Data Kepegawaian Dokter Terdiri Dari [jazah Dokter Surat

Penugasan, Surat Izin Praktek (SIP)

17. Surat Pengangkatan Sebagai Tenaga Dokter di Rumah Sakit

oleh Pemilik (untuk tenaga purna waktu dan paruh waktu ),

Surat Izin Atasan Langsung Untuk Tenaga Paruh Waktu,Surat

Lolos Butuh/Pensiun Untuk Tenaga Purna Waktu

18. Data Kepegawaian Paramedis terdiri dari ljazah,Surat Izin

Praktek Dokter (SIP), Surat Izin Kerja (SIK) Perawat

19. Melampirkan Hasil Pemeriksaan Air Minum

s WK
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20. Daftar Nama-Nama Peralatan, Penunjang Medis dan Non Medis




21. Daftar Tarif Pelayanan Medis (diketahui oleh kepala dinas

kesehatan)

21. Denah Situasi

22. Denah Bangunan

23. Denah Jaringan Listrik

24. Denah Air dan Denah Pembuangan Air Limbah

25. Luas Bangunan Keseluruhan

26. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Jambi

27. Copy Izin Mendirikan Rumah Sakit untuk permohonan Izin

Operasional Rumah Sakit

28. Jika yang bersangkutan tidak mengurus langsung,dilampirkan surat

kuasa bermaterai Rp. 6000

29, Pas Photo Berwarna Ukuran 4x6 Sebanyak 3 (tiga) Lembar
30. Semua berkas permohonan disusun dalam map kulit jeruk warna

kuning rangkap 2

Prosedur/Mekanisme

$ @ USTOMER SERV KEPALA
fﬁi‘ ¢ Menerima berkas <:| DPMPTSP
y permohonan Tanda tangan
<::’ ¢ Menyerahkan SK SK
PEMOHON
L1
KEPALA SEKSI ﬁ
e Meneliti keabsahan berkas KEPALA
e Peninjauan lapangan BIDANG
¢ Koordinasi dgn dinas Paraf draf SK
terkait
¢ Pembuatan BAP
e Paraf Nraf QK
Keterangan :

1. Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran

2.PetugasPendaftaran menerima berkas administrasi Izin
Operasional Rumah Sakit

3.Kepala Seksi Meneliti berkas,memverifikasi,pembuatan SK

4.Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosialmemaraf draf SK

5.Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK

6.Penyerahan SK

Waktu pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.
Biaya /tariff Gratis

Produk layanan

Izin Operasional Rumah Sakit

Sarana,Prasarana
dan/atau fasilitas

Sarana:

a. Perangkat komputer

b. Alat Tulis Kantor

c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin

e. Brosur pengurusan izin

f. Papan informasi dan persyaratan izin

g. Telepon

h. Website

Prasarana :

6. Loket Informasi

7. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)dan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)

Loket Pengaduan

Loket pengambilan izin

0 ®




10.Loket Kasir/Bendahara
11.Ruang Penyimpanan Arsip
12.Ruang Tunggu
13.Halaman parkir

Kompetensi
Pelaksana

S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika

SMA dan SMK

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Lulus Diklat PTSP

Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan internal

i

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

2. Dilaksanakan secara kontinyu

10.

Penanganan
pengaduan,saran
dan masukan

4.
S.
6.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
Petugas Pengaduan
Surat
Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
Email :dpmptsp@jambikota.go.id
Website melalui alamat
http:/ /dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat

http:/ /dpmptsp.jambikota.go.id
Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan

atau tertulis.

oAl o

11.

Jumlah Pelaksana

6 orang

13

Jaminan Keamanan
dan keselamatan
Pelayanan

1.
2.
3.

Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Dinas

Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.

14.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




4. 1IZIN APOTEK

NO KOMPONEN URAIAN
1. Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
b || BEsEE Bk 2. Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2015 tentang
Peradaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan
Narkotika, Psikotropika, dan Prekusor Farmasi

3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang
Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

4. Permenkes No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

6. Permenkes No.26 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan

7. Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2017 tentang Apotek

8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
PerizinandanNonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Persyaratan 1. OSS (Email,KTP,NPWP Pribadi/Untuk Perusahaan NPWP
pelayanan Perusahaan dan Akta)

2. Print NIB dan Usaha Lainya yang diperoleh dari OSS

3. Permohonan Kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

4. Bukti pembayaran PBB tahun berjalan

5. Rekomendasi dari lurah dan Camat

6. Photocopy izin mendirikan bangunan (IMB)

7. Photocopy akte pendirian perusahaan

8. Photocopy KTP penanggung jawab apotek(apoteker)

9. Photocopy surat izin tempat usaha (SITU)

10. Photocopy surat izin Kerja(penugasan apoteker)/Surat Izin

Praktek Apoteker

11. Photocopy denah ruangan bagunan

12. Daftar asisten apoteker dengan mencamtumkan

nama,alamat,tanggal lulus dan nomor surat izin kerja.

13. Asli dan salinan photocopy daftar terinci peralatan dan

perlengkapan apotek

14. Photocopy Akta Perjanjian Sewa Menyewa

15. Akte perjanjian kerjasama antara apoteker pengelola apotek

dengan pemilik sarana apotek dari notaris

16. Surat peryataan memiliki sarana dan tidak terlibat

pelanggaran peraturan pertundang-undangan di bidang obat

17. Photocopy NPWP apoteker dan pemilik sarana apotek

18. Peta Lokasi

19. Pas poto ukuran 4x6cm sebanyak 3 lembar

20. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

21. Berkas disusun dalam map kulit jeruk warna kuning 2

rangkap
3. Prosedur
€ |:> UST R SERVICE KEPALA
m 1. Menerima berkas DPMPTSP
) permohonan @ Tanda tangan
<:| 2. Menyerahkan SK SK

PEMOHON D ﬁ

KEPALA SEKSI

1. Meneliti keabsahan berkas

2. Peninjauan lapangan KEPALA
3. Koordinasi dgn dinas terkait BIDANG
4. Pembuatan BAP Paraf draf SK
5. Paraf Draf SK




Keterangan :

Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran

Petugas Pendaftaran menerimaberkas administrasilzin usaha
apotek.

Meneliti keabsahan berkas,memverifikasi,
acara pemeriksaan lapangan,pembuatan SK
Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosialmemaraf draf SK

Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK

Penyerahan SK

membuat berita

A g B

Waktu pelayanan

sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.

Biaya /tariff

Gratis

Produk layanan

Izin apotek

Sarana,Prasarana
dan/atau fasilitas

Sarana:

a. Perangkat komputer

b. Alat Tulis Kantor

c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir [zin

e. Brosur pengurusan izin

f. Papan informasi dan persyaratan izin

g. Telepon

h. Website

Prasarana :

a. Loket Informasi

b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)

Loket Pengaduan

Loket pengambilan izin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman parkir

PR ™o po

Kompetensi
Pelaksana

51 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika

SMA dan SMK

- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Lulus Diklat PTSP

Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan
internal

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
Dilaksanakan secara kontinyu

10.

Penanganan
pengaduan,saran
dan masukan

— N ]!

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
Petugas Pengaduan
Surat
Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
Email :dpmptsp@jambikota.go.id
Website melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan
atau tertulis.

™m0 Q0 op
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11. | Jumlah Pelaksana 6 orang
13 | Jaminan Keamanan | 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
dan keselamatan cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
2. Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Pelayanan Ditais
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




5. IZIN TOKO OBAT

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

f 3

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan

. Peraturan Menteri Menteri Kesehatan No.1331 Tahun 2002

tentang perubahan atas Permenkes RI No. 167 Tahun 1972
tentangt Pedagang Obat Eceran

Keputusan Menteri Kesehatan No. 189/Menkes/SK/III/2006
tentang Kebijakan Obat Tradisional.

Peraturan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin
edar Produk Obat<obat tradisional, kosmetik, Suplement Makan
dan Makanan yang bersumber, mengadung, dari bahan
tertentu dan atau mengadung alkohol

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah.

. Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang

PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun
2016 TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan
Fungsi Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
PerizinandanNonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Persyaratan
pelayanan

p—

oo B

— e e e
ukN=O

OSS(Email KTP,NPWP Pribadi/ Untuk Perusahaan NPWP
Perusahaan dan Akta)

Print NIB dan Izin Usaha Lainya yang diperoleh dari OSS
Permohonan Kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

Bukti pembayaran PBB tahun berjalan

Rekomendasi dari lurah dan Camat

Photocopy akte pendirian perusahaan

Photocopy izin mendirikan bangunan (IMB)

Photocopy KTP penanggung jawab apotek(asisten apoteker)
Photocopy surat izin tempat usaha (SITU)

Photocopy ijazah dan surat izin kerja asisten apoteker
Photocopy Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
Denah Lokasi dan Denah Bangunan

Pas poto ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar

Rekomendasi Dinas Kesehatan

Berkas disusun dalam map kulit jeruk warna kuning2 (dua)
rangkap




3. | Prosedur/Mekanisme CUSTOMER SERVICE
|:> 1. Menerima berkas KEPALA
<:| permohonan <:| DPMPTSP
2. Menyerahkan SK Tandg lt(angan
PEMOHON
KEPALA SEKSI ﬁ
1. Meneliti keabsahan berkas
2. Peninjauan lapangan KEPALA
3. Koordinasi dengan dinas E> BIDANG
terkait Paraf Draf SK
4. Pembuatan BAP
5. Paraf Draf SK
Keterangan :
1. Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran
2. Petugas Pendaftaran menerimaberkas administrasilzin usaha
Toko obat.
3. Meneliti keabsahan berkas,memverifikasi, membuat berita
acara pemeriksaan lapangan,pembuatan SK.
4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian
dan Kesejahteraan Sosialmemaraf draf SK
5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatanganiSK
6. Penyerahan SK
4. | Waktu pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.
Biaya /tariff Gratis
6. Produk layanan Izin Toko Obat
7. Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman parkir
8. Kompetensi - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
Pelaksana - SMA dan SMK
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. Pengawasan internal | 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
10. Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

pengaduan,saran
dan masukan

Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan

langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan

masukan melalui :

a. Petugas Pengaduan

b. Surat

c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;

d. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592

e. Email :dpmptspwjambikota.go.id




f. Website melalui alamat http:/ /dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id

3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;

4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :

5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.

11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. Jaminan Keamanan 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
dan keselamatan cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Pelayanan 2. gﬁg; izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




6. IZIN OPTIKAL

NO KOMPONEN URAIAN
% e Tkl 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan

2. Permenkes No. 1424 /Menkes/.SK/XI/2002 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Optikal

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor I
Tahunm 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah.

5. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun
2016 TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan
Fungsi Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

6. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan  Pelayanan
PerizinandanNonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. | Persyaratan 1. 0SS (Email KTP,NPWP Pribadi/Untuk Perusahaan NPWP
pelayanan Perusahaan dan Akta)

2: Print NIB dan Izin Usaha Lainya yang diperoleh dari OSS

3.  Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

4.  Bukti pembayaran PBB Tahun berjalan

5. Rekomendasi dari lurah dan Camat

6. Photocopy izin mendirikan bangunan (IMB)

7.  Photocopy akte pendirian perusahaan

8. Photocopy KTP penanggung jawab (refraksionis)

9.  Photocopy [jazah atau Sertifikat (STR)

10. Daftar Nama-nama Peralatan dan Sarana Optikal

11. Photocopy Sikro

12. Photocopy Perjanjian Kerjasama dengan LAB, Dispensing

bagi Optikal yang tidak memiliki LAB

13. Photocopy surat izin tempat usaha (SITU)

14. Photocopy denah rungan bagunan/peta lokasi

15. Photocopy ijazah/sertifikat refraktionis/optikan

16. Surat peryataan penanggungjawab dan tenaga teknik

17. Pas poto ukuran 3x4cm sebanyak 3 lembar

18. Rekomendasi dari Asosiasi Optikal Setempat

19. Rekomendasi dinas Kesehatan

20. Berkas disusun dalam map kulit jeruk warna hijau 2 (dua)

rangkap




pengaduan,saran
dan masukan

3. | Prosedur/Mekanisme r CUSTOMER SERVICE
IR |_> 1. Menerima berkas DISP?:TLASP
permohonan
<:I 3 WMatvarablan QK <-_-] Tanda tangan
SK
PEMOHON [ ]
KEPALA BIDANG
1. Meneliti keabsahan berkas
2. Peninjauan lapangan
3. Koordinasi dengan dinas
terkait KEPALA
4. Pembuatan BAP BIDANG
5. Paraf Draf SK EP paraf draf SK
Keterangan :
1. Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran
2. PetugasPendaftaran menerima berkas
3. Meneliti keabsahan berkas,memverifikasi, membuat berita
acara pemeriksaan lapangan,pembuatan SK.
4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian
dan Kesejahteraan Sosial memaraf draf SK
5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatanganiSK
6. Penyerahan SK
4. | Waktu pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.
Biaya /tariff Gratis
6. Produk layanan Izin usaha optikal
7. Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)dan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman parkir
8. Kompetensi - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
Pelaksana - SMA dan SMK
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
10. Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan
langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :

Petugas Pengaduan

Surat

Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;

Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592

Email :dpmptsp@jambikota.go.id

Website melalui alamat http://dpmptsp.jambikota.go.id

Survey kepuasan masyarakat melalui alamat

http:/ /dpmptsp.jambikota.go.id

4. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat

moe oo op




diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengetahuan atasan/pimpinan ;

5. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :

6. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan
atau tertulis.

112 Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. Jaminan Keamanan | 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
dan keselamatan cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Pelayanan 2. Surat 1zm/. Surat Keputusan izin menggunakan kertas
barkode Dinas
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




7. 1ZIN LABORATORIUM
NO KOMPONEN URAIAN
1 el 1. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
’ 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :411/Menkes/PER/II/2010
tentang laboraturium Klinik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
4. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;
5. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
PerizinandanNonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Persyaratan 1: 0SS (Email KTP,NPWP Pribadi/untuk perusahaan NPWP
pelayanan Perusahaan dan Akta)
2.  Print NIB dan Izin Usaha Lainya yang diperoleh dari OSS
3. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi
4. Bukti pembayaran PBB Tahun berjalan
5. Rekomendasi dari lurah dan Camat
6.  Photocopy akte pendirian perusahaan
7: Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
8. Photocopy surat izin tempat usaha (SITU)
9. Photocopy denah rungan bagunan/peta lokasi
10. Dokumen SPPL/ UKL-UPL .
11. Photocopy ijazah dan surat izin penugasan (SIP) dokter
penanggung jawab
12. Photocopy ijazah paramedis
13. Photocopy denah ruangan bagunan/peta lokasi
14. Pas poto ukuran 3x4cm sebanyak 3 lembar
15. Rekomensasi Dinas Kesehatan
16. Berkas disusun dalam map kulit jeruk warna kuning2 (dua)
rangkap
3. Prosedur
£ CUSTOMER SERVICE
A 1. Menerima berkas KEPALA
permohonan tl DPMPTSP
2. Menyerahkan SK Tandasﬁmgan
PEMOHON A L
KEPALA BIDANG
1. Meneliti keabsahan berkas ﬁ
2. Peninjauan lapangan
3. Koordinasi dengan dinas KEPALA
terkait [j BIDANG
4. Pembuatan BAP Paraf Draf SK
5. Paraf Draf SK
Keterangan :
1. Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran
2. Petugas Pendaftaran menerima berkas.
3. Meneliti keabsahan berkas,memverifikasi, membuat berita
acara pemeriksaan lapangan,pembuatan SK.
4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial memaraf Draf SK
5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatanganiSK.
6. Penyerahan SK
4, | Waktu pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang

diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.




Biaya /tarif

Gratis

6. Produk layanan Izin Laboratorium
Ts Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)dan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
Halaman parkir
8. Kompetensi - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
Pelaksana - SMA dan SMK
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
internal 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10. Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
pengaduan,saran Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
dan sl dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
a. Petugas Pengaduan
b. Surat
c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
d. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
e. Email :dpmptspwjambikota.go.id
f. Website melalui alamat
http:/ /dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
19 Jaminan Pelayanan | Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. Jaminan Keamanan | 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
dan keselamatan cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Pelayanan 2. gl‘:;:; izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK ( SIP-ATLM )
(ONLINE/SILANCAR)

NO

KOMPONEN

—

URAIAN

Dasar Hukum

. Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan
. Permenkes No. 42 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan

Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor :42 tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboraturium Medik

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang

PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Persyaratan
pelayanan

A WNN
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. Permohonan kepada Walikota Jambi CQ. Kepala DPMPTSP Kota

Jambi

. KTP Pemohon

. Photocopy ijazah yang dilegalisir

. Photocopy STR Ahli teknologi Laboratorium Medik

. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek

. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan

yang bersangkutan

. Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar

Rekomensasi dari Dinas Kesehatan

. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
. Semua berkas di upload ke sistem SILANCAR

Prosedur

KASI IP2NP KESOS
Menerima dan Meneliti
kelengkapan berkas

KEPALA
DPMPTSP
Tanda tangan

SK

)

11

KASI P2NPUK KESRA
Meneliti kelengkapan berkas

PEMOHON

=

KEPALA

BIDANG

Meneliti
keabsahan

s

Keterangan :

L.
2.

Pemohon memasukan berkas di sistem SILANCAR

Kasi IP2NP KESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas
serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan
berkas dan pada saat berkas sudah selesai

Kasi P2NPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas

Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas

Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK.

Waktu pelayanan

3 hari

Biaya /tarif

Gratis

Produk layanan

Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)

S (on

Sarana,Prasarana
dan/atau fasilitas

a.

Perangkat komputer
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. Alat Tulis Kantor

. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
. Blanko/Formulir Izin

. Brosur pengurusan izin

Papan informasi dan persyaratan izin

. Telepon
. Website

Prasarana :

b

=B IR LI S Y

Loket Informasi

Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)

Loket Pengaduan

Loket pengambilan izin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman parkir

Kompetensi
Pelaksana

S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika

SMA dan SMK

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Lulus Diklat PTSP

Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan
internal

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
Dilaksanakan secara kontinyu

10.

Penanganan
pengaduan,saran
dan masukan

] N =]

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung

dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan

masukan melalui :

Petugas Pengaduan

Surat

Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;

Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592

Email :dpmptspujambikota.go.id

Website melalui alamat

http://dpmptsp.jambikota.go.id

g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id

Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat

diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan

akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan

sepengetahuan atasan/pimpinan ;

Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan

diselesaikan melalui tahap :

Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau

tertulis.
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11.

Jumlah Pelaksana

6 orang

12.

Jaminan Pelayanan

Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati

13.

Jaminan Keamanan
dan keselamatan
Pelayanan

1.
2.
3.

Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Dinas

Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.

14.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




9.1ZIN PRAKTEK BIDAN ( SIKB - SIPB ) (ONLINE/SILANCAR)

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 28 Tahun 2017 tentang
Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

4. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Persyaratan
pelayanan

1. Permohonan kepada Walikota Jambi CQ.Kepala DPMPTSP Kota
Jambi

2. KTP pemohon

3. Photocopy ljazah yang dilegalisir

4. Photocopy STR Bidan yang dilegalisir

5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek

6. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan
yang bersangkutan

7. Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar

8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

10.Semua berkas di upload ke sistem SILANCAR

Prosedur

Input KASI IP2NP KESOS
berkas ke Menerima dan D‘;‘:’:’MAP
sistern |:> Meneliti PTS
. kelengkapan Tanda tangan
Silancar Tvelens SK

PEMOHON il ﬁ

KASI P2NPUK KESRA Ij KEPALA BIDANG

Meneliti kelengkapan Meneliti
berkas keabsahan
berkas

Keterangan :

1. Pemohon memasukan berkas di sistem SILANCAR

2. Kasi IP2NP KESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas
serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan
berkas dan pada saat berkas sudah selesai

3. Kasi P2NPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas

4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas

5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK.

Waktu pelayanan

3 hari

Biaya /tarif

Gratis

Produk layanan

Izin Kerja Bidan (SIKB) dan Izin Praktik Bidan (SIPB)

N |« &

Sarana,Prasarana
dan/atau fasilitas

Sarana:
a. Perangkat komputer




b. Alat Tulis Kantor

c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin

e. Brosur pengurusan izin

f. Papan informasi dan persyaratan izin

g. Telepon

h. Website

Prasarana :

a. Loket Informasi

Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)

Loket Pengaduan

Loket pengambilan izin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman parkir

c

TR ™m0 a0

Kompetensi
Pelaksana

- S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika

- SMA dan SMK

- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Lulus Diklat PTSP

Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan
internal

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
Dilaksanakan secara kontinyu

10.

Penanganan
pengaduan,saran
dan masukan

— N |

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung

dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :

Petugas Pengaduan

Surat

Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;

Telepon 0741-42992 /41706 dan SMS 08117441592

Email :dpmptsp@jambikota.go.id

Website melalui alamat

http://dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat

http:/ /dpmptsp.jambikota.go.id

3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;

4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :

5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau

tertulis.

Mmoo op

11.

Jumlah Pelaksana

6 orang

12,

Jaminan Pelayanan

Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati

13.

Jaminan Keamanan
dan keselamatan
Pelayanan

1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Dinas

3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.

14.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




10.1ZIN PRAKTEK PERAWAT ( SIPP ) (ONLINE/SILANCAR)

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018

tentang Keperawatan

Permenkes RI Nomor : 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02 ? MENKES / 148

/1/tentang Izin dan Penyelenggaraan Perawat

. Permenkes Nomor HK.02.02 /MENKES /148/1/2010 tentang
Izin Penyelenggaraan Praktik Perawat

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

. Permenkes No. 26Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang 38 tahun 2018 tentang Keperawatan

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan
pelayanan

1.

onkwN

O L ;N

Permohonan kepada Walikota Jambi CQ.Kepala DPMPTSP Kota
Jambi
KTP Pemohon
Photocopy ijazah yang dilegalisir
Photocopy STR Perawat
Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek
Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan
yang bersangkutan
Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar
Rekomensasi dari Dinas Kesehatan
Rekomendasi dari Organisasi Profesi
Semua berkas di upload ke sistem SILANCAR




Prosedur

Input KASI IP2NP KESOS m——
berkas ke |:> Menerima dan Meneliti DPMPTSALAP
sistem kelengkapan berkas Tanda tangsn
Silancar SK
PEMOHON | | ﬁ
KASI P2NPUK KESRA KEPALA
BIDANG
Meneliti kelengkapan d Meneliti
berkas keabsahan
berkas
Keterangan :

1.
2,

Pemohon memasukan berkas di sistem SILANCAR

Kasi IP2NP KESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas
serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan
berkas dan pada saat berkas sudah selesai

Kasi P2NPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas

Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas

S. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK.
4. | Waktu pelayanan 3 hari
S. Biaya /tarif Gratis
6. Produk layanan Izin Praktik Perawat ( SIPP)
7 Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)dan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman parkir
8. Kompetensi - 81 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
Pelaksana - SMA dan SMK
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
internal 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10. | Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
pengaduan,saran Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
dan masukan dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan

masukan melalui :

Petugas Pengaduan

Surat

Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;

Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
Email :dpmptsp@jambikota.go.id

pooTEp




3.

4.
5.

e. Website melalui alamat

http:/ /dpmptsp.jambikota.go.id
f. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat

http:/ /dpmptsp.jambikota.go.id
Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.

11.

Jumlah Pelaksana

6 orang

12. | Jaminan Pelayanan | Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. | Jaminan Keamanan | 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
dan keselamatan cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
2. Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Pelayanan v
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




11. IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIS ( SIP - E ) (ONLINE/SILANCAR)

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Kepmenkes No. 371 /Menkes /SK/NI/2007 tentang standar
Profesi Teknisi Elektromedis

Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan
Keputusan Menteri RI nomor : 45 Tahun 2015 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Elektromedis

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang

PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan
pelayanan

—

om b wn

7
8.

9.

Permohonan kepada Walikota Jambi CQ.Kepala DPMPTSP Kota
Jambi

KTP Pemohon

Photocopy ijazah yang dilegalisir

Photocopy STR Elektromedis

Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek
Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan
yang bersangkutan

Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar
Rekomensasi dari Dinas Kesehatan

Rekomendasi dari Organisasi Profesi

10. Semua berkas di upload ke sistem SILANCAR

Prosedur

Input KASI IP2NP KESOS e
berkas ke Menerima dan Meneliti DPMP‘I‘SALAP

sistem |::> kelengkapan berkas Tanda tangan
Silancar SK

PEMOHON ﬂ ﬁ

KEPALA

KASI P2NPUK KESRA BIDANG

Meneliti kelengkapan berkas E> Meneliti
keabsahan

berkas

Keterangan :

1.
3.

Pemohon memasukan berkas di sistem SILANCAR

Kasi IP2NPKESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas
serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan
berkas dan pada saat berkas sudah selesai

Kasi P2ZNPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas

Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas

Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK.

Waktu pelayanan

3 hari

Biaya /tarif

Gratis

| Produk layanan

Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)




7. | Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front OfficeJdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman parkir
8. Kompetensi - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
internal 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10. | Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
pengaduan,saran Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
dan masukan dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
a. Petugas Pengaduan
b. Surat
a. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
g. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
h. Email :dpmptsp@jambikota.go.id
i. Website melalui alamat
http:/ /dpmptsp.jambikota.go.id
j. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
11. | Jumlah Pelaksana 6 orang
12. | Jaminan Pelayanan | Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. | Jaminan Keamanan | 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
dan keselamatan cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Pelayanan 2: glllnrz.; izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




12.1ZIN PRAKTEK TEKNISI KARDIOVASKULER ( SIP TKV )

(ONLINE/SILANCAR)

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1. Permenkes Np. 30 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan
Praktik Teknisi Kardiovaskuler

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

4. eraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Persyaratan 1. Permohonan kepada Walikota Jambi CQ.Kepala DPMPTSP Kota
pelayanan Jambi
2. KTP Pemohon
3. Photocopy ijazah yang dilegalisir .
4. Photocopy STR teknisi Kardiovaskuler
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek
6. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan
yang bersangkutan
7. Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar
8. Rekomensasi dari Dinas Kesehatan
9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
10. Semua berkas di upload ke sistem SILANCAR
3. Prosedur
;:pkm KASI IP2'NP KESOS KEP.
rkas [:> Menerima dan DPMPTSP
ke_ sistem Meneliti Tanda tangan
Silancar kelengkapan SK
herlrae
PEMOHON @ ﬁ
KASI P2NPUK KESRA KEPALA
" BIDANG
Meneliti kelengkapan Meneliti
berkas keabsahan
berkas
Keterangan :
1. Pemohon memasukan berkas di sistem SILANCAR
2. Kasi IP2NP KESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas
serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan
berkas dan pada saat berkas sudah selesai
3. Kasi P2NPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas
4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas
5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK.
4. Waktu pelayanan 3 hari
S. Biaya /tarif Gratis
6. Produk layanan Izin Praktik Tenaga Kardiovaskuler ( SIP TKV )
7. Sarana,Prasarana Sarana:




dan/atau fasilitas

a. Perangkat komputer

b. Alat Tulis Kantor

c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP

d. Blanko/Formulir Izin

e. Brosur pengurusan izin

f. Papan informasi dan persyaratan izin

g. Telepon

h. Website

Prasarana :

a. Loket Informasi

b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)

c. Loket Pengaduan

d. Loket pengambilan izin

e. Loket Kasir/Bendahara

f. Ruang Penyimpanan Arsip

g. Ruang Tunggu

h. Halaman parkir

Kompetensi
Pelaksana

- S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika

- SMA dan SMK

- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP

- Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan
internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu

10.

Penanganan
pengaduan,saran
dan masukan

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :

Petugas Pengaduan

Surat

Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;

Telepon 0741-42992 /41706 dan SMS 08117441592

Email :dpmptsp«jambikota.go.id

Website melalui alamat

http:/ /dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat

http:/ /dpmptsp.jambikota.go.id

3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;

4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :

5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.

e a0 op

11.

Jumlah Pelaksana

6 orang

12;

Jaminan Pelayanan

Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati

13.

Jaminan Keamanan
dan keselamatan
Pelayanan

1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Dinas

3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.

14.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




13.IZIN TERAPIS GIGI DAN MULUT ( SIKTGM ) DAN PERAWAT GIGI (
SIPPG-SIKPG ) (ONLINE/SILANCAR)

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan
Mulut.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

4. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan
pelayanan

—

. Permohonan kepada Walikota Jambi CQ.Kepala DPMPTSP Kota
Jambi

. KTP Pemohon

. Photocopy ijazah yang dilegalisir

. Photocopy STR Terapis Gigi dan mulut / perawat gigi

. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek

. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan
yang bersangkutan

. Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar

. Rekomensasi dari Dinas Kesehatan

. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

0. Semua berkas di upload ke sistem SILANCAR

SO s WN
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Prosedur

Input KASI IP2NP KESOS
bel"kas ke Menerima dan Meneliti DPMPTSP

sistem kelengkapan berkas Tanda tangan
Silancar SK

KEPALA

PEMOHON ﬂ
KASI P2NPUK KESRA KEPALA
. BIDANG
Meneliti kelengkapan Meneliti
berkas keabsahan
berkas
Keterangan :

1. Pemohon memasukan berkas di sistem SILANCAR

2. Kasi IP2NP KESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas
serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan
berkas dan pada saat berkas sudah selesai

3. Kasi P2NPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas

4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas

5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK.

Waktu pelayanan

3 hari

Biaya /tarif

Gratis

Produk layanan

Izin Praktek Teknisi Gigi dan Mulut (SIKTGM)/
Perawat Gigi (SIPPG-SIKPG)




7. Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)dan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman parkir
8. | Kompetensi - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
Pela}(sana = SMA dan SMK
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
internal 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10. | Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
pengaduan,saran Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
dats iasiles dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
a. Petugas Pengaduan
b. Surat
c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
d. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
e. Email :dpmptspjambikota.go.id
f. Website melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http:/ /dpmptsp.jambikota.go.id
3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
11. | Jumlah Pelaksana 6 orang
12. | Jaminan Pelayanan | Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. | Jaminan Keamanan | 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
dan keselamatan cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
2. Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Pelayanan Dinas
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

p

enerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan

sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




14.1ZIN REFRAKSIONIS OPISIEN DAN OPTOMTRIS ( SIKRO-SIKO )

(ONLINE/SILANCAR)

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

. Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor :

544 /| MENKES / SK
/VI [/ 2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis
Optisien

Kepmenkes No. 572/Menkes/SK/VI/2008

Profesi Rekraksionis Optisien

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang

PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016

TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi

Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

tentang Standar

Persyaratan
pelayanan

1. Permohonan kepada Walikota jambi CQ.Kepala DPMPTSP Kota

Jambi
KTP Pemohon
Photocopy ijazah yang dilegalisir

Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek

2
3.
4. Photocopy STR Refraksionis Opisien dan Optomtris
5
6

. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan
yang bersangkutan

7. Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar
8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

10. Semua berkas di upload ke sistem SILANCAR

Prosedur

KASI IP2NP KESOS

Menerima dan
Meneliti
kelengkapan

Input
berkas ke
sistem
Silancar

KEPALA
DPMPTSP
Tanda tangan
SK

= =

PEMOHON

berkas

Il

KASI P2NPUK KESRA
Meneliti kelengkapan
berkas

]

KEPALA
BIDANG
Meneliti
keabsahan
berkas

o

Keterangan :

1.
2.

Pemohon memasukan berkas di sistem SILANCAR

Kasi [P2NP KESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas
serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan
berkas dan pada saat berkas sudah selesai

3. Kasi P2NPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas
4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan

Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas

5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK.

Waktu pelayanan

3

hari

Biaya /tarif

Gratis

Produk layanan

[zin Refraksionis Opisien dan Optomtris ( SIKRO-SIKO )




7 Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman parkir
8. | Kompetensi - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
internal 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10. Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
pengaduan,saran Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
dain masulan dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
a. Petugas Pengaduan
b. Surat
c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
d. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
e. Email :dpmptsp@jambikota.go.id
f. Website melalui alamat http://dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
11. | Jumlah Pelaksana 6 orang
12. | Jaminan Pelayanan | Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. | Jaminan Keamanan | 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
dan keselamatan cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Pelayanan 2. gllﬁ:; izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




15.1ZIN KERJA TENAGA SANITARIAN ( SIK- TS ) (ONLINE/SILANCAR)

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pekerja Tenaga Sanitasi

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

4. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan
pelayanan

1. Permohonan kepada Walikota Jambi CQ.Kepala DPMPTSP Kota
Jambi

2. KTP Pemohon

3. Photocopy ijazah yang dilegalisir

4. Photocopy STR Tenaga Sanitarian

5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek

6. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan
yang bersangkutan

7. Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar

8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

10. Semua berkas di upload ke sistem SILANCAR

Prosedur

Input KASI IP2NP KESOS KEPALA
berkas ke Menerima dan DPMPTSP

sistem :> Meneliti kelengkapan Tanda tangan
Silancar berkas SK

PEMOHON @ ﬁ

KASI P2NPUK KESRA KEPALA

Meneliti kelengkapan BIDANG
Meneliti
berkas

keabsahan
berkas

Keterangan :

1. Pemohon memasukan berkas di sistem SILANCAR

2. Kasi IP2NP KESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas
serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan
berkas dan pada saat berkas sudah selesai

3. Kasi P2ZNPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas

4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas

5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK.

Waktu pelayanan

3 hari

Biaya /tarif

Gratis

Produk layanan

Izin Kerja Tenaga Saniatrian ( SIK TS )

NS | |«

Sarana,Prasarana

Sarana:




dan/atau fasilitas

m ™0 oo o P

. Perangkat komputer
. Alat Tulis Kantor
. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
. Blanko/Formulir Izin
. Brosur pengurusan izin
Papan informasi dan persyaratan izin
. Telepon

h. Website
Prasarana :

a.

-3

TR Mo Qo

Loket Informasi

Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)

Loket Pengaduan

Loket pengambilan izin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman parkir

Kompetensi
Pelaksana

S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika

SMA dan SMK

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Lulus Diklat PTSP

Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan
internal

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
Dilaksanakan secara kontinyu

10.

Penanganan
pengaduan,saran
dan masukan

n—n.Q,_.l

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :

Petugas Pengaduan

Surat

Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;

Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592

Email :dpmptspiwjambikota.go.id

Website melalui alamat http://dpmptsp.jambikota.go.id
Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id

Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;

Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :

Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.

Rmeno o

11,

Jumlah Pelaksana

6

orang

12:

Jaminan Pelayanan

Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan

P

rinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati

13.

Jaminan Keamanan
dan keselamatan
Pelayanan

1.
2
3.

Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Dinas

Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.

14.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




16. IZIN KERJA PERAWAT ANESTESI (SIKPA) (ONLINE/SILANCAR)

NO KOMPONEN URAIAN
1 Dsar Bl 1. Penn.?:nkes No.31 Tahup 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Perawat Anestesi

2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 18 Tahun 2016 tentang
Izin Penyelenggaraan Praktik Penata Anastesi

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

4. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

5. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

& Persyaratan 1. Permohonan kepada Walikota Jambi CQ.Kepala DPMPTSP Kota
pelayanan Jambi
2. KTP Pemohon
3. Photocopy ijazah yang dilegalisir
4. Photocopy STR Perawat Anestesi
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek
6. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan
yang bersangkutan
7. Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar
8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
10. Semua berkas di upload ke sistem SILANCAR
3. Prosedur
Input KASLIFINF KES09 KEPALA
beljkas ke | \| Menerima dan DPMPTSP
sistem  —/ Meneliti C:l Tanda tangan
Silancar kelengkapan SK
berkas

PEMOHON ﬁ

KASI P2NPUK KESRA KEPALA

" BIDANG

Meneliti kelengkapan Meneliti
berkas keabsahan

berkas

Keterangan :

1. Pemohon memasukan berkas di sistem SILANCAR

2. Kasi IP2NP KESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas
serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan
berkas dan pada saat berkas sudah selesai

3. Kasi P2ZNPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas

4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas

5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK.

Waktu pelayanan 3 hari
4. | Biaya /tariff Gratis




3. Produk layanan Izin Kerja Perawat Anestesi ( SIKPA )
7. Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistemn Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
Loket Informasi
Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman parkir
8. | Kompetensi - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
Pelaksana - SMA dan SMK
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
internal 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10. | Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
pengaduan,saran Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
ARE HREEIER dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
a. Petugas Pengaduan
b. Surat
c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
d. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
e. Email :dpmptsp@jambikota.go.id
f. Website melalui alamat http://dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
3. nPengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
11. | Jumlah Pelaksana 6 orang
12. | Jaminan Pelayanan | Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. | Jaminan Keamanan | 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
dan keselamatan cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Pelayanan 2. g‘lﬁ:; izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




17.1ZIN TENAGA GIZI ( SIP TGz - SIK TGz ) (ONLINE/SILANCAR)

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Permenkees No. 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan dan Praktik Akupasi Terapis

2. Permenkes No. 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi

3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pekerja dan Praktik Tenaga Kerja

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

5. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi,

6. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan
pelayanan

[—y

Permohonan kepada Walikota Jambi CQ.Kepala DPMPTSP Kota
Jambi

KTP Pemohon

Photocopy ijazah yang dilegalisir

Photocopy STR Tenaga Gizi

Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek
Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan
yang bersangkutan

Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar
Rekomensasi dari Dinas Kesehatan

Rekomendasi dari Organisasi Profesi

0 Semua berkas di upload ke sistem SILANCAR

S et

"‘\°9°.""

Prosedur

Input
berkas ke
sistem
Silancar

KASI IP2NP KESOS KEPALA

Menerima dan DPMPTSP
Meneliti <:] Tanda tangan
kelengkapan SK
berkas

Il

KASI P2NPUK KESRA

Meneliti kelengkapan
berkas E:)

PEMOHON

KEPALA
BIDANG
Meneliti
keabsahan
berkas

Keterangan :

1. Pemohon memasukan berkas di sistem SILANCAR

2. Kasi [P2NP KESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas
serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan
berkas dan pada saat berkas sudah selesai

3. Kasi P2ZNPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas

4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas

5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK.

Waktu pelayanan

3 hari

Biaya /tariff

Gratis




6. Produk layanan Izin Tenaga Gizi ( SIP TGz - SIK TGz )
7. Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman parkir
8. Kompetensi - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
Pelaksana - SMA dan SMK
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
internal 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10. | Penanganan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
pengaduan,saran Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
i Sdmilean dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
a. Petugas Pengaduan
b. Surat
c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
d. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
e. Email :dpmptsp@jambikota.go.id
f. Website melalui alamat http://dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
11. | Jumlah Pelaksana 6 orang
12. | Jaminan Pelayanan | Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. | Jaminan Keamanan | 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
dan keselamatan cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Pelayanan 2. g?rf:; izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




18.IZIN KERJA PEREKAM MEDIS ( SIK Perekam Medis )

(ONLINE/ SILA.NCAR)
NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Bk 1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 55 Tahun 2013

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis

2. Permenkes No. 46 Tahun 2013 tentang Regisrasi Tenaga
Kesehatan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

4. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang

PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

5. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 Persyaratan 1. Permohonan kepada Walikota Jambi CQ. Kepala DPMPTSP Kota
pelayanan Jambi
2. KTP Pemohon
3. Photocopy ijazah yang dilegalisir
4. Photocopy STR Perekam Medis
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek
6. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan
yang bersangkutan
7. Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar
8. Rekomensasi dari Dinas Kesehatan
9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
10. Semua berkas di upload ke sistem SILANCAR
3. | Prosedur
Input KASI IP?NP KESOS KEPALA
berkas ke Menerima dan DPMPTSP
sistem :> Meneliti <:] Tanda tangan
Silancar kelengkapan SK
berkas
PEMOHON ﬁ
KASI P2NPUK KESRA KEPALA
Meneliti kelengkapan BMIgr?gfl
berkas Ij keabsahan
berkas
Keterangan :
1. Pemohon memasukan berkas di sistem SILANCAR
2. Kasi IP2NP KESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas
serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan
berkas dan pada saat berkas sudah selesai
3. Kasi P2NPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas
4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas
5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK.
4. | Waktu pelayanan 3 hari
3. Biaya /tariff Gratis
6. Produk layanan Izin Perekam Medis ( SIK Perekam Medis )
T, Sarana,Prasarana Sarana:




dan/atau fasilitas

a. Perangkat komputer

b. Alat Tulis Kantor

c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin

e. Brosur pengurusan izin

f. Papan informasi dan persyaratan izin

g. Telepon

h. Website

Prasarana :

Loket Informasi

Loket Administrasi Perizinan (Front Office)dan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)

Loket Pengaduan

Loket pengambilan izin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman parkir

g

TR S0 a0

Kompetensi
Pelaksana

S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika

-  SMA dan SMK

- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Lulus Diklat PTSP

- Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan
internal

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
Dilaksanakan secara kontinyu

10.

Penanganan
pengaduan,saran
dan masukan

ST

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung

dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :

Petugas Pengaduan

Surat

Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;

Telepon 0741-42992 /41706 dan SMS 08117441592

Email :dpmptsp@jambikota.go.id

Website melalui alamat http://dpmptsp.jambikota.go.id

Survey kepuasan masyarakat melalui alamat

http://dpmptsp.jambikota.go.id

3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;

4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :

5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau

tertulis.

RO A0TE

11.

Jumlah Pelaksana

6 orang

12.

Jaminan Pelayanan

Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati

13.

Jaminan Keamanan
dan keselamatan
Pelayanan

1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Dinas

3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.

14.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




19.IZIN ORTOTIS PROSTETIS ( SIPOP - SIKOP ) (ONLINE/SILANCAR)

NO KOMPONEN URAIAN
1. Permenkes No. 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
J: | Daser Hakum Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis ¢ Sl

2. Permenkes No. 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga
Kesehatan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

4. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

5. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

& Persyaratan 1. Permohonan kepada Walikota Jambi CQ.Kepala DPMPTSP Kota
pelayanan Jambi

2. KTP Pemohon

3. Photocopy ijazah yang dilegalisir

4. Photocopy STR Ortotis Prostetis

5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek

6. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan
yang bersangkutan

7. Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar

8. Rekomensasi dari Dinas Kesehatan

9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

10. Semua berkas di upload ke sistem SILANCAR

3. | Prosedur
Input KASI IP2NP KESOS
berkI:ls ke Menerima dan e
: — : DPMPTSP
sistem |—/  Meneliti <:| Tanda tangan
Silancar kelengkapan SK
berkas

PEMOHON ﬁ

KASI P2NPUK KESRA KEPALA

i BIDANG

Meneliti kelengkapan Meneliti
berkas keabsahan

berkas

Keterangan :

1. Pemohon memasukan berkas di sistem SILANCAR

2. Kasi [P2NP KESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas
serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan
berkas dan pada saat berkas sudah selesai

3. Kasi P2NPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas

4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas

5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK.

Waktu pelayanan

3 hari

Biaya /tariff

Gratis

Produk layanan

Izin Ortotis Prostetis ( SIPOP - SIKOP )




Sarana,Prasarana
dan/atau fasilitas

Sarana:

Mmoo A0 oD

. Perangkat komputer

. Alat Tulis Kantor

. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
. Blanko/Formulir Izin

. Brosur pengurusan izin

Papan informasi dan persyaratan izin

. Telepon
. Website

Prasarana :

2

TR0 a0

Loket Informasi

Loket Administrasi Perizinan (Front Office)dan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)

Loket Pengaduan

Loket pengambilan izin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman parkir

Kompetensi
Pelaksana

S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika

SMA dan SMK

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Lulus Diklat PTSP

Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan
internal

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
Dilaksanakan secara kontinyu

10.

Penanganan
pengaduan,saran
dan masukan

=N !

nDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :

Petugas Pengaduan

Surat

Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;

Telepon 0741-42992 /41706 dan SMS 08117441592

Email :dpmptspwjambikota.go.id

Website melalui alamat http://dpmptsp.jambikota.go.id
Survey kepuasan masyarakat melalui alamat

http:/ /dpmptsp.jambikota.go.id

Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;

Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :

Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.

mmo Qo op

11.

Jumlah Pelaksana

6 orang

12.

Jaminan Pelayanan

Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati

13.

Jaminan Keamanan
dan keselamatan
Pelayanan

1
2.
3.

Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Dinas

Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.

14.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




20.1ZIN OKUPASI TERAPIS ( SIPOT - SIKOT ) (ONLINE/SILANCAR)

NO KOMPONEN URAIAN
1. Kepmenkes No. 571/Menkes/SK/VI/2008 tentang Standar
L Rasar  Hleam Prcﬁesi Okupasi Terapis/ /

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 23
Tahun 2013 tentang Penyelenggraan Pekerjaan dan Praktik
Okupasi Terapis

3. Permenkes No. 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga
Kesehatan

4. Pemenkes No. 76 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi
Okupasi

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

6. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Persyaratan 1. Permohonan kepada Walikota Jambi CQ.Kepala DPMPTSP Kota
pelayanan Jambi

2. KTP Pemohon

3. Photocopy ijazah yang dilegalisir

4. Photocopy STR Okupasi Terapis

5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek

6. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan
yang bersangkutan

7. Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar

8. Rekomensasi dari Dinas Kesehatan

9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

10. Semua berkas di upload ke sistem SILANCAR

3. Prosedur
Input KASI IP2NP KESOS
berki;s ke Menerima dan e
. o DPMPTSP
sistem ;> Meneliti C:l Tanda tangan
Silancar kelengkapan SK
berkas

PEMOHON ﬁ

KASI P2NPUK KESRA KEPALA

s BIDANG

Meneliti kelengkapan Meneliti
berkas keabsahan

berkas

Keterangan :

1. Pemohon memasukan berkas di sistem SILANCAR

2. Kasi IP2NP KESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas
serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan
berkas dan pada saat berkas sudah selesai

3. Kasi P2NPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas

4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas

5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK.




4. | Waktu pelayanan 3 hari
S. Biaya /tariff Gratis
6. Produk layanan Izin Okupasi Terapis ( SIPOP — SIKOP)
7. Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)dan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g Ruang Tunggu
h. Halaman parkir
8. | Kompetensi - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
Pelaksana - SMA dan SMK
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
internal 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10. | Penanganan 1. nDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
pengaduan,saran Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
e traanlke dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
a. Petugas Pengaduan
b. Surat
c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
d. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
e. Email :dpmptsp@jambikota.go.id
f. Website melalui alamat
http:/ /dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
11. | Jumlah Pelaksana 6 orang
12. | Jaminan Pelayanan | Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. | Jaminan Keamanan | 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
Qi kesslamatai cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
P 2. Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
elayanan Ditias
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




21.IZIN RADIOGRAFER ( SIR - SIKR ) (ONLINE/SILANCAR)

NO KOMPONEN URAIAN
1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 81 Tahun 2013
L | Besar Hulkum tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;
4. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
= Persyaratan 1. Permohonan kepada Walikota Jambi CQ.Kepala DPMPTSP Kota
pelayanan Jambi
2. KTP Pemohon
3. Photocopy ijazah yang dilegalisir
4. Photocopy STR Radiografer
S. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek
6. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan
yang bersangkutan
7. Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar
8. Rekomensasi dari Dinas Kesehatan
9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
10. Semua berkas di upload ke sistem SILANCAR
3. | Prosedur
Input w KEPALA
berkas ke | \] Menerima dan DPMPTSP
sistem Meneliti <:| Tanda tangan
Silancar kelengkapan SK
berkas
PEMOHON ﬁ
KASI P2NPUK KESRA KEPALA
- BIDANG
Meneliti kelengkapan E> Merialii
berkas keabsahan
berkas
Keterangan :

1. Pemohon memasukan berkas di sistem SILANCAR

2. Kasi [P2NP KESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas
serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan
berkas dan pada saat berkas sudah selesai

3. Kasi P2NPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas

4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas

5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK.

Waktu pelayanan

3 hari

Biaya /tariff

Gratis




6. | Produk layanan Izin Radiografer ( SIR — SIKR )
7. Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistemn Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)dan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman parkir
8. | Kompetensi - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
Pclaksma - SMA dan SMK
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
internal 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10. | Penanganan 1. nDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
pengaduan,saran Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
dan masukan .
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
a. Petugas Pengaduan
b. Surat
c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
d. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
e. Email :dpmptsp@jambikota.go.id
f. Website melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
11. | Jumlah Pelaksana 6 orang
12. | Jaminan Pelayanan | Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. | Jaminan Keamanan | 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
dan keselamatan cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
2. Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Pelayanan Dirsas
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




22.1ZIN TERAPIS WICARA ( SIP TW ) & FISIOTERAPIS ( SIPF )

(ONLINE/SILANCAR)

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 24 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik terapis Wicara

2. Permenkes No. 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga
Kesahatan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

4. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

S. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan 1. Permohonan kepada Walikota Jambi CQ. Kepala DPMPTSP Kota
pelayanan Jambi
2. KTP Pemohon
3. Photocopy ijazah yang dilegalisir
4. Photocopy STR Terapis Wicara / Fisioterapis
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek
6. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan
yang bersangkutan
7. Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar
8. Rekomensasi dari Dinas Kesehatan
9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
10. Semua berkas di upload ke sistemm SILANCAR
3. | Prosedur
[nput Mﬂ_lw KEPALA
berkas ke |_\| Menerima dan DPMPTSP
sistem |—/  Meneliti C:] Tanda tangan
Silancar kelengkapan SK
berkas
PEMOHON ﬁ
KASI P2NPUK KESRA KEPALA
e BIDANG
Meneliti kelengkapan [::) Meneliti
berkas keabsahan
berkas
Keterangan :

1. Pemohon memasukan berkas di sistem SILANCAR

2. Kasi [P2NP KESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas
serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan
berkas dan pada saat berkas sudah selesai

3. Kasi P2NPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas

4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas

5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK.

Waktu pelayanan

3 hari

Biaya /tariff

Gratis




6. Produk layanan Izin Terapis Wicara ( SIP TW ) & Fisioterapis ( SIPF)
. Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman parkir
8. | Kompetensi - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
internal 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10. | Penanganan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
pengaduan,saran Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
dan masukan A
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
a. Petugas Pengaduan
b. nSurat
c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
d. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
e. Email :dpmptsp@jambikota.go.id
f. Website melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
11. | Jumlah Pelaksana 6 orang
12. | Jaminan Pelayanan | Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. | Jaminan Keamanan | 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
dan keselamatan cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Pelayanan 2. g\i_;:l-:; izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




23.1ZIN TUKANG GIGI & TENAGA PENYEHAT TRADISIONAL

(ONLINE/SILANCAR)

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Permenkes No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan
dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 61
tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

4. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

5. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun 2016

Persyaratan
pelayanan

1. Permohonan kepada Walikota Jambi CQ.Kepala DPMPTSP Kota
Jambi

KTP Pemohon

Photocopy ijazah yang dilegalisir

Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek
Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan
yang bersangkutan /setempat

Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar
Rekomensasi dari Dinas Kesehatan

Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Semua berkas di upload ke sistem SILANCAR

o oo R

© ® N o

Prosedur

Input
berkas ke
sistem
Silancar

KASI IP'ZNP KESOS KEP
Menerima dan <:| DPMPTSP

)

kelengkapan SK

berkas

KEPALA

KASI P2NPUK KESRA
BIDANG

Meneliti kelengkapan lj Menalits

berkas keabsahan
berkas

PEMOHON

Keterangan :

1. Pemohon memasukan berkas di sistem SILANCAR

2. Kasi IP2NP KESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas
serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan
berkas dan pada saat berkas sudah selesai

3. Kasi P2NPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas

4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas

5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK.

Waktu pelayanan

3 hari

Biaya /tariff

Gratis




Produk layanan

Izin Tukang Gigi & Tenaga Penyehat Tradisional

Sarana,Prasarana
dan/atau fasilitas

Sarana:

a
b
c

d
e
f.
g
h

. Perangkat komputer

. Alat Tulis Kantor

. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
. Blanko /Formulir Izin

. Brosur pengurusan izin

Papan informasi dan persyaratan izin

. Telepon

. Website

Prasarana :

om

SR oMo oo

Loket Informasi

Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)

Loket Pengaduan

Loket pengambilan izin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman parkir

Kompetensi
Pelaksana

S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika

SMA dan SMK

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Lulus Diklat PTSP

Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan
internal

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
Dilaksanakan secara kontinyu

10.

Penanganan
pengaduan,saran
dan masukan

D—IM:—"

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung

dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan

masukan melalui :

Petugas Pengaduan

Surat

Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;

Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592

Email :dpmptspijambikota.go.id

Website melalui alamat

http://dpmptsp.jambikota.go.id

g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id

Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat

diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan

akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan

sepengetahuan atasan/pimpinan ;

Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan

diselesaikan melalui tahap :

Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau

tertulis.

mo A0 op

11.

Jumlah Pelaksana

6

orang

12,

Jaminan Pelayanan

P
P

elayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
rinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati

13.

Jaminan Keamanan
dan keselamatan
Pelayanan

1;
2.
3.

Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Dinas

Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.

14.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




24.1ZIN PRAKTEK APOTEKER ( SIPA ) (ONLINE/SILANCAR)

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registarsi, Izin Praktik Izin
Kerja Tenaga Kefarmasian

. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 31 tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/MENKES/PER/V/2011 ten tentang Regsitarsi,Izin Praktik
Izin Kerja Tenaga kefarmasian

. Surat Edaran Nomor HK.02.02/MENKES/24/2017 Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan
Peraturan Kesehatan Nomor: 889 /MENKES /PER/V/2011
tentang Registarsi,lzin Praktik, Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang

PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan
pelayanan

oA WK

\O 00

. Permohonan kepada Walikota Jambi CQ.Kepala DPMPTSP Kota

Jambi

. KTP Pemohon

. Photocopy ijazah yang dilegalisir

. Photocopy STR Apoteker

. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek

. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan

yang bersangkutan

. Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar
. Rekomensasi dari Dinas Kesehatan

. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

10.

Semua berkas di upload ke sistem SILANCAR




Prosedur

KASI IP2NP KESOS

Menerima dan DPMPTSP
Meneliti C:l Tanda tangan
kelengkapan SK

berkas

KEPALA

KASI P2NPUK KESRA
o BIDANG
Meneliti kelengkapan d Meneliti

Input
berkas ke
sistem
Silancar

KEPALA

PEMOHON

berkas keabsahan
berkas

Keterangan :

1. Pemohon memasukan berkas di sistem SILANCAR

2. Kasi IP2NP KESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas
serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan berkas
dan pada saat berkas sudah selesai

4. Kasi P2NPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas

5. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas

6. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK.

Waktu pelayanan

3 hari

Biaya /tariff

Gratis

Produk layanan

Izin Praktek Apoteker (SIPA)

o [ |

Sarana,Prasarana
dan/atau fasilitas

Sarana:
. Perangkat komputer
. Alat Tulis Kantor
. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
. Blanko/Formulir Izin
. Brosur pengurusan izin
Papan informasi dan persyaratan izin
. Telepon
. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan
Perizinan (Back Office)
Loket Pengaduan
Loket pengambilan izin
Loket Kasir/Bendahara
Ruang Penyimpanan Arsip
Ruang Tunggu
Halaman parkir

oM@ S0 a0 o

(Front Office)dan Tim Teknis

SR ™Mo o

Kompetensi
Pelaksana

S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika

SMA dan SMK

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Lulus Diklat PTSP

Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan
internal

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
Dilaksanakan secara kontinyu

10.

Penanganan
pengaduan,saran
dan masukan

] B =t

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :

a. Petugas Pengaduan

b. Surat

c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;




4.

5.

Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592

Email :dpmptsp@jambikota.go.id

Website melalui alamat

http://dpmptsp.jambikota.go.id

g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id

Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat

diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan

akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan

sepengetahuan atasan/pimpinan ;

Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan

diselesaikan melalui tahap :

Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau

tertulis.

o o

11.

Jumlah Pelaksana

6 orang

12. | Jaminan Pelayanan | Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. | Jaminan Keamanan | 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
dan keselamatan cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
2. Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Pelayanan Dinas
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




25.1ZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN ( SIPTTK )
(ONLINE/SILANCAR)

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 889/Menkes/Per/V/2011

tentang Registarsi Izin Praktik dan Izin Kerja Kefarmasian

. Peraturan Menteri Kesehatan NO. 31 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889 /Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi Izin dan Izin Kerja
Kefarmasian

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang

PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. P 1. Permohonan kepada Walikota Jambi CQ.Kepala DPMPTSP Kota
ersyaratan .
pelayanan e
2. KTP Pemohon
3. Photocopy ijazah yang dilegalisir
4. Photocopy STR Tenaga teknis kefamasian
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek
6. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan
yang bersangkutan
7. Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar
8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
10. Semua berkas di upload ke sistem SILANCAR
3: Prosedur
Input KASI IP_2NP KESOS KEPALA
berkas ke Menerima dan DPMPTSP
sistem :> Meneliti <:] Tanda tangan
Silancar kelengkapan SK
berkas
PEMOHON ﬁ
KASI P2NPUK KESRA KEPALA
. BIDANG
Meneliti kelengkapan [:> Meneliti
berkas keabsahan
berkas
Keterangan :
1. Pemohon memasukan berkas di sistem SILANCAR
2. Kasi [P2NP KESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas
serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan
berkas dan pada saat berkas sudah selesai
3. Kasi P2ZNPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas
4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas
5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK.
4. Waktu pelayanan 3 hari
Biaya /tariff Gratis




6. Produk layanan Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
7. Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman parkir
8. Kompetensi - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
internal 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10. | Penanganan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
pengaduan,saran Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
N dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
a. Petugas Pengaduan
b. Surat
c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
d. Telepon 0741-42992 /41706 dan SMS 08117441592
e. Email :dpmptsp@jambikota.go.id
f. Website melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
11. | Jumlah Pelaksana 6 orang
12. | Jaminan Pelayanan | Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. | Jaminan Keamanan | 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
dan keselamatan cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Pelayanan 2. [S)l.g:; izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




26.1ZIN PRAKTEK PSIKOLOG KLINIS ( SIPPK ) (ONLINE/SILANCAR)

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 45
tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang

PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan
pelayanan

U A WN

© 0 W~

. Permohonan kepada Walikota Jambi CQ.Kepala DPMPTSP Kota

Jambi

. KTP Pemohon

. Photocopy ijazah yang dilegalisir

. Photocopy STR Psikolog Klinis

. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek

. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan

yang bersangkutan

. Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar
. Rekomensasi dari Dinas Kesehatan
. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Semua berkas di upload ke sistem SILANCAR

Prosedur

Input
berkas ke
sistem
Silancar

KASI IP2NP KESOS
Menerima dan
Meneliti
kelengkapan

KEPALA
DPMPTSP
Tanda tangan
SK

= -

PEMOHON

berkas

L

KASI P2NPUK KESRA
Meneliti kelengkapan
berkas

]

KEPALA
BIDANG
Meneliti
keabsahan
berkas

=

Keterangan :

1.
2.

L

Pemohon memasukan berkas di sistem SILANCAR

Kasi IP2NP KESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas
serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan
berkas dan pada saat berkas sudah selesai

Kasi P2NPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas

Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas

Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK.

Waktu pelayanan

3 hari

Biaya /tariff

QGratis

Produk layanan

Izin Praktek Psikolog Klinis (SIPPK)

e LU L -

Sarana,Prasarana
dan/atau fasilitas

Sarana:
a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor




c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin

e. Brosur pengurusan izin

f. Papan informasi dan persyaratan izin

g. Telepon

h. Website

Prasarana :

a. Loket Informasi

Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)

Loket Pengaduan

Loket pengambilan izin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman parkir

ot

Sm e oo

Kompetensi
Pelaksana

S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika

- SMA dan SMK

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP

Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan
internal

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
Dilaksanakan secara kontinyu

10.

Penanganan
pengaduan,saran
dan masukan

N !

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung

dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :

Petugas Pengaduan

Surat

Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;

Telepon 0741-42992 /41706 dan SMS 08117441592

Email ;dpmptsp@jambikota.go.id

Website melalui alamat

http:/ /dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat

http://dpmptsp.jambikota.go.id

3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;

4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :

5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau

tertulis.

mo Q0o

1l

Jumlah Pelaksana

6 orang

12.

Jaminan Pelayanan

Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati

13.

Jaminan Keamanan
dan keselamatan
Pelayanan

1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Dinas

3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.

14.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




27.I1ZIN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1:

2.

3.

Peraturan Pemerintah Republik Republik Indonesia Nomor : 24
Tahun 2009 tentang Kawasan Industri

Peraturan Pemerintah Republik Republik Indonesia Nomor : 107
Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang

PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta
Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Jambi;

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan
pelayanan

—

g G Gy 1D

10.
11.
12.
13.

14.

0SS (Email KTP,NPWP Pribadi/untuk perusahaan NPWP
Perusahaan dan Akta)

Print NIB dan Izin Usaha Lainya yang diperoleh dari OSS
Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

Photo copy tanda pelunasan PBB tahun berjalan

Photocopy Dokumen Lingkungan dari dinas terkait
Photocopy surat izin tempat usaha (SITU)

Photocopy KTP

Photocopy Akte Notaris Pendirian perusahaan berbadan
hukum /Anggaran Dasar (SK Menkumham dan Lampiranya
(Khusus PT)/AHU Online untuk CV

Photo copy Sertifikat tanah /IMB/sewa menyewa+KTP pemilik
bangunan

Pas photo berwarna 3x4 cm sebanyak 3 lembar
Rekomendasi dari Lurah dan Camat

Rekomendasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan

Semua berkas permohonan disusun dalam map kulit jeruk
warna hijau rangkap 2 (dua)

Jika yang mendaftarkan izin bukan orang yang
bersangkutan,Lampirkan Surat Kuasa pakai Materai 6000 dan
KTP yang diberi kuasa




i g || cusmovmsmvc KEPALA
ﬁ e Menerima berkas DPMPTSP
W) permohonan Tanda tangan
<:] e Menyerahkan SK SK
PEMOHON —D—
KEPALA SEKSI ﬁ
Meneliti keabsahan berkas KEPALA
e Peninjauan lapangan BIDANG
e Koordinasi dgn dinas Paraf draf SK
terkait
e Pembuatan BAP
e Paraf Draf SK
Keterangan :
1. Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran
2. PetugasPendaftaran menerima berkas administrasi Izin
Operasional Rumah Sakit
3. Kepala Seksi Meneliti berkas,memverifikasi,pembuatan SK
4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosialmemaraf draf SK
5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK
6. Penyerahan SK

Waktu pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.

Biaya /tariff Gratis

Produk layanan Tanda Daftar Industri ( TDI ),Izin Usaha Industri ( IUI )

Sarana,Prasarana Sarana:

dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer

b. Alat Tulis Kantor

c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin

e. Brosur pengurusan izin

f. Papan informasi dan persyaratan izin

g. Telepon

h. Website

Prasarana :

a. Loket Informasi

b. Loket Administrasi Perizinan (Front OfficeJdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)

Loket Pengaduan

Loket pengambilan izin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman parkir

SR S0 Q0

S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika

SMA dan SMK

- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP

- Mampu mengoperasikan komputer

Kompetensi
Pelaksana

Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
internal 2. Dilaksanakan secara kontinyu

Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

pengaduan,saran Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :

Petugas Pengaduan

Surat

Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;

Telepon 0741-42992 /41706 dan SMS 08117441592

Email :dpmptsp@jambikota.go.id

dan masukan

oapop




f. Website melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.

11

Jumlah Pelaksana

6 orang

12. | Jaminan Pelayanan | Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan prinsip
pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. | Jaminan Keamanan | 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap
dan keselamatan stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Pelayanan 2. SDE':; izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




28.TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) DAN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

. Undang-Undang Ri No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan
Undang-Undang No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian

. Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha

Industri

. Permendagri No.161/M-pag/Per/3/2016 Tahun 2016 tentang

Penataan dan Pembinaan Gudang

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang

PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta
Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Jambi;

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan
pelayanan

—

WoNO kLR

10.
. Rekomendasi dari OPD terkait
12.
13:

0SS (Email, KTP,NPWP Pribadi/untuk Perusahaan NPWP
Perusahaan dan Akta)

Print NIB dan Izin Usaha lainya yang diperoleh dari OSS
Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

Photocopy Dokumen Lingkungan dari dinas terkait

Photocopy surat izin tempat usaha (SITU)

Photocopy KTP

Photo copy tanda pelunasan PBB tahun berjalan

Rekomendasi dari Lurah dan Camat

Photocopy akta notaris pendirian perusahan berbadan hukum/
Anggaran Dasar (SK Menkumham dan Lampiranya (Khusus
PT)/AHU Online untuk CV

Photo copy Sertifikat tanah/IMB/sewa menyewa

Pas photo berwarna 3x4 cm sebanyak 3 lembar
Semua berkas permohonan disusun dalam map kulit jeruk
warna hijau

Prosedur

[ e |:> CUSTOMER SERVICE KEPALA
> e Menerima berkas DPMPTSP
T

permohonan Tanda tangan
@ e Menyerahkan SK SK

PEMOHON

KEPALA SEKSI ﬂ

Meneliti keabsahan berkas KEPALA
Peninjauan lapangan Q BIDANG

Koordinasi dgn dinas Paraf draf SK
terkait

¢ Pembuatan BAP
e Paraf Nraf SK

Keterangan :

1:
2.
3.

4.

Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran
PetugasPendaftaran menerima berkas
Meneliti keabsahan berkas,memverifikasi, membuat berita acara
pemeriksaan lapangan,pembuatan SK.
Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial memaraf draf SK




5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatanganiSK
4. Penyerahan SK

4. | Waktu pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.
5. Biaya /tarif Gratis
6. | Produk layanan Tanda Daftar Gudang ( TDG )
74 Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front OfficeJdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman parkir
8. Kompetensi - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
Pelaksana - SMA dan SMK
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
internal 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10. | Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
pengaduan,saran Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
e rasiiieas dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
a. Petugas Pengaduan
b. Surat
c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
d. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
e. Email :dpmptsp@jambikota.go.id
f. Website melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
11. | Jumlah Pelaksana 6 orang
12. | Jaminan Pelayanan | Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan prinsip
pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. | Jaminan Keamanan | 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap
dan keselamatan stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Pelayanan 25 31;11':; izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




29.1ZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN ( IUPP ), IZIN USAHA PASAR
RAKYAT( IUPR) DAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN ( IUTS )

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1. Permendagri No. 701 Tahun 2013 tentang Pedoman dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern

2. Permendagri No. 72 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha bidang Perdagangan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.77 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Perdagangan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

6. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta
Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Jambi,

7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan
pelayanan

p—

0SS (Email, KTP,NPWP Pribadi/untuk perusahaan NPWP

Perusahaan dan Akta)

Print NIB dan Izin Usaha lainyya yang diperoleh dari OSS

Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

Hasil Analisa Sosial Ekonomi

Photocopy SITU, IMB dan SKRK

Photo copy tanda pelunasan PBB tahun berjalan

Photocopy KTP dan NPWP

Photocopy akte notaris pendirian perusahaan berbadan

hukum/anggaran dasar (SK Menkumham dan Lampiranya

(Khusus PT)/ AHU Online untuk CV

9. Rekomendasi OPD terkait

10.Rencana kemitraan dengan UMKM

11.Jika yang bersangkutan tidak mengurus langsung,dilampirkan
surat kuasa bermaterai Rp. 6000

12.Pas photo berwarna 3x4 cm sebanyak 3 lembar

13.Semua berkas permohonan disusun dalam map kulit jeruk

warna hijau

90 N O ke

Prosedur

)

e Menerima berkas DPMPTSP
permohonan Tanda tangan
<::| e Menyerahkan SK SK

L1
KEPALA SEKSI ﬁ

¢ Meneliti keabsahan berkas KEPALA
Peninjauan lapangan BIDANG
Koordinasi dgn dinas Paraf draf SK
terkait

¢ Pembuatan BAP
e Paraf Nraf QK

:"> CUSTOMER SERVICE : KEPALA

PEMOHON

Keterangan :

1. Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran

2. PetugasPendaftaran menerima berkas

3.Kepala Seksi Meneliti berkas,memverifikasi,membuat berita acara
pemeriksaan lapangan dan pembuatan SK

4.Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan




Kesejahteraan Sosialmemaraf draf SK
5.Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK
6.Penyerahan SK

4. | Waktu pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.
Biaya /tarif Gratis
Produk layanan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Izin Usaha Pasar Rakyat (IUPR)
& Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
7. | Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front OfficeJdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman parkir
8. | Kompetensi - 81 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
Pelaksana - SMA dan SMK
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. | Pengawasan internal | 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
10. | Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
pengaduan,saran Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
dan masukan P
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
a. Petugas Pengaduan
b. Surat
c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
d. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
e. Email :dpmptsp@jambikota.go.id
f. Website melalui alamat
http:/ /dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http:/ /dpmptsp.jambikota.go.id
3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
11. | Jumlah Pelaksana 6 orang
12. | Jaminan Pelayanan Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan prinsip

pelayanan yang prima dan sepenuh hati




1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap

13. | Jaminan Keamanan
dan keselamatan stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Pelayanan 2. glllrll'zis: izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




30.IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL ( SIUP-MB )

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

. Perpres No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan

Pengawasan Minuman beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan No.20 /M.Dag/Per/4/2014
tentang Pengandalian dan Pengawasan terhadap, pengadaan,
peredaran , dan Penjualan Minuman beralkohol.

. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.77 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Perdagangan.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang

PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta
Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Jambi;

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan
pelayanan

[y

A O5 O £ i 1)

10.
1.
12.
13.
14,

OSS (Email, KTP,NPWP Pribadi/untuk Perusahaan NPWP
perusahaan dan Akta

Print NIB dan Izin Usaha lainya yang diperoleh dari OSS
Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

Photocopy izin SITU dan TDP

Photocopy IMB dan sewa menyewa

Photo copy tanda pelunasan PBB tahun berjalan

Photocopy KTP, NPWP
Photocopy akta notaris pendirian perusahan berbadan hukum/

Anggaran Dasar (SK Menkumham dan Lampiranya (Khusus
PT)/AHU Online untuk CV

Surat penunjukan dari distributor sebagai penjual langsung
Daftar rencana penjualan minol dalam setahun pergolongan

Pas photo berwarna 3x4 cm sebanyak 3 lembar

Rekomendasi dari Lurah dan Camat

Rekomendasi dari OPD terkait

Copy NPPBKC untuk perpanjangan SIUP MB

Semua berkas permohonan disusun dalam map kulit jeruk
warna hijau rangkap 2

Prosedur/Mekanisme

¢ Menerima berkas DPMPTSP

£ :> CUSTOMER SERVICE KEPALA
) permohonan <:| Tanda tangan
<:| ¢ Menyerahkan SK SK

PEMOHON

L L
KEPALA SEKSI ﬁ

e Meneliti keabsahan berkas KEPALA

¢ Peninjauan lapangan BIDANG

e Koordinasi dgn dinas Paraf draf SK
terkait

Pembuatan BAP
Paraf Nraf SK

Keterangan :

1.
2.
3.

Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran
PetugasPendaftaran menerima berkas
Meneliti keabsahan berkas,memverifikasi, membuat berita acara
pemeriksaan lapangan,pembuatan SK.




S.

9.

Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial memaraf draf SK

Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatanganiSK

Penyerahan SK

Waktu pelayanan

sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.

Biaya /tarif

Gratis

Produk layanan

Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ( SIUP - MB )

N

Sarana,Prasana
dan/atau fasilitas

m =0 a0 oW

. Perangkat komputer

. Alat Tulis Kantor

. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
. Blanko/Formulir Izin

. Brosur pengurusan izin

Papan informasi dan persyaratan izin

. Telepon
h.

Website

Prasarana :

a.

Loket Informasi

Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)

Loket Pengaduan

Loket pengambilan izin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman parkir

Kompetensi
Pelaksana

S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika

SMA dan SMK

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Lulus Diklat PTSP

Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan internal

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
Dilaksanakan secara kontinyu

10.

Penanganan
pengaduan,saran
dan masukan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung

dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan

masukan melalui :

Petugas Pengaduan

Surat

Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;

Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592

Email :dpmptsp@jambikota.go.id

Website melalui alamat

http://dpmptsp.jambikota.go.id

g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id

Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat

diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan

akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan

sepengetahuan atasan/pimpinan ;

Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan

diselesaikan melalui tahap :

Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau

tertulis.

me oo o

11.

Jumlah Pelaksana

6 orang

12,

Jaminan Pelayanan

Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan prinsip
pelayanan yang prima dan sepenuh hati




1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap

13. | Jaminan Keamanan
dan keselamatan stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
2. Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Pelayanan Dlias
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




31.IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

NO

KOMPONEN

URAIAN

Persyaratan pelayanan

. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

. Bukti pembayaran PBB Tahun berjalan

. Rekomendasi dari lurah dan Camat

Photo copy KTP

Rekomendasi Instansi teknis terkait sesuai ketentuan
Surat keterangan persetujuan pemilik tanah «~"
Surat keterangan persetujuan bangun di batas tanah
Photo copy sertifikat tanah

. Denah lokasi

Map warna (sesuai dengan ketentuan)

COPNOUP BN

—

Prosedur

CUSTOMER SERVICE

1. Menerima berkas
permohonan

2. Menyerahkan SK

. s

KEPALA BIDANG

1. Meneliti keabsahan berkas

2. Peninjauan lapangan
3. Koordinasi dengan dinas
terkait

KEPALA
DPMPTSP
Tanda tangan

4. Pembuatan BAP SK
v 5. Paraf Draf SK

Pembayaran Retribusi

Mencetak SKRD IMB Bank Jambi

Petugas DPRKP E:)

Keterangan :
1.Pemohon memasukan berkas pendaftaran

2.PetugasPendaftaran menerima berkas administrasi [zin
mendirikan bangunan.

3.Meneliti keabsahan berkas,memverifikasi, membuat berita acara
pemeriksaan lapangan,pembuatan SK

4. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK
5. Petugas DPRKP mencetakkan SKRD IMB

6. Pemohon membayar retribusi ke loket Bank Jambi
7. Penyerahan SK

Waktu pelayanan

sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.

Biaya /tarif

Sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perda
04 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Produk layanan

Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )

Pengelolaan pengaduan

: dpmptsp@jambikota.go.id
: 0741- 42992/ 41706
: 08117441592

Email

Telp

SMS

Kotak saran
Petugas informasi dan pengaduan




32.1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) REKLAME

NO

KOMPONEN

URAIAN

Persyaratan pelayanan

Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

Photo copy KTP

Gambar rencana bangunan reklame dan detil konstruksi
Rekomendasi Kajian teknis untuk ukuran reklame diatas 4x8
Bukti pembayaran PBB Tahun berjalan

Surat keterangan persetujuan pemilik tanah, IMB,seway

menyewa
Photo copy sertifikat tanah \/'
Denah lokasi

Map warna (sesuai dengan ketentuan)

bzt o B

/

Prosedur

& CUSTOMER SERVICE
) [:> 1. Menerima berkas KEPALA

permohonan DPMPTSP
2. Menyerahkan SK Tanda tangan
PEMOHON SK

KEPALA SEKSI | |

1. Meneliti keabsahan berkas
2. Peninjauan lapangan KEPALA
3 E:)

. Koordinasi dengan dinas BIDANG
terkait Paraf draf SK

4, Pembuatan BAP
5. Paraf Draf SK

Petugas DPRKP Pembayaran Retribusi
Mencetak SKRD IMB Bank Jambi

Keterangan :

1.Pemohon memasukan berkas pendaftaran

2.PetugasPendaftaranmenerima berkas administrasi IMBR.

3.Meneliti keabsahan berkas,memverifikasi, membuat berita acara
pemeriksaan lapangan,pembuatan SK

4. Kepala Bidang memaraf draf SK

5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatanganiSK

6.Petugas DPRKP mencetak SKRD IMB Reklame

7. Pemohon membayar retribusi ke loket Bank Jambi

8. Penyerahan SK

Waktu pelayanan

sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.

Biaya /tarif

Sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perda
04 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Produk layanan

Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Reklame

Pengelolaan pengaduan

Email : dpmptsp@jambikota.go.id
Telp :0741- 42992/ 41706
SMS 108117441592

Kotak saran

Petugas informasi dan pengaduan




33.IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMONIKASI (TOWER)

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Persyaratan pelayanan

1. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

2. Bukti pembayaran PBB Tahun berjalan

3. Rekomendasi dari lurah dan Camat

4. Photo copy KTP

5¥Rekomendasi Instansi teknis terkait sesuai ketentuan

6. Surat Persetujuan dari pemilik tanah

7. Photo copy IMB tempat menara telekomunikasi didirikan apabila
menara telekomunikasi didirikan diatas bangunan gedung.

8.\@mbar rencana teknis bangunan menara  meliputi
situasi,denah,tampak, potongandetail,perhitungan struktur

9. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi penyelidikan tanah,jenis
pondasi,jumlah titik pondasi.

10.Surat Pernyataan/Persetujuan warga sekitar pada radius sesuai
dengan ketinggian menara telekomunikasi ditambah 25% (dua puluh
lima persen) yang dihitung dari tapak rencana pendirian menara
telekomunikasi yang diketahui oleh instansi terkait

11.Rekomendasi ketinggian menara telekomunikasi berdasarkan
ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dari
Dinas Perhubungan dan instansi berwenang.

12.Rekomendasi ketahanan bangunan dari instansi terkait

13.Copy SITU

14.Surat Pernyataan kesanggupan untuk menggunakan menara
telekomunikasi bersama

15.8urat pernyataan jaminan bertanggungjawab atas keberadaan menara
telekomunikasi.

16.Photo copy sertifikat tanah/sewa menyewa

17.Denah lokasi

18.Map warna hijau 2 (dua) lembar




Prosedur

_ CUSTOMER SERVIC
ﬁ%‘ :> 1. Menerima berkas KEPALA
A permohonan Cj DPMPTSP
<j 2. Menyerahkan SK Tanda tangan
SK
PEMOHON I |
KEPALA BIDANG ﬁ
1. Meneliti keabsahan berkas
2. Peninjauan lapangan KEPALA
3. Koordinasi dengan dinas terkait BIDANG
4. Pembuatan BAP Paraf draf SK
5. Paraf Draf SK
Petugas DPRKP Pembayaran Retribusi
Mencetak SKRD IMB Bank Jambi

Keterangan :

1.Pemohon memasukan berkas di loketpendaftaran
2.Petugas Pendaftaran menerima berkas administrasi Izin
mendirikan menara telekomunikasi (TOWER).

3.Meneliti keabsahan berkas,memverifikasi, membuat berita acara
pemeriksaan lapangan,pembuatan SK,penetapan retribusi
daerah

. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial memaraf draf SK

. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatanganiSK

. Petugas DPRKP mencetakkan SKRD IMB

. Pemohon membayar retribusi di Bank Jambi

. Penyerahan SK

0O~ »

Waktu pelayanan

sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.

Biaya /tarif

Sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perda
04 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Produk layanan

Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Pengelolaan pengaduan

Email : dpmptsp@jambikota.go.id
Telp : 0741- 42992/ 41706

SMS : 08117441592

Kotak saran

Petugas informasi dan pengaduan




34.1ZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

NO KOMPONEN URAIAN
- ifg’zﬁ‘m 1. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi
2. Bukti pembayaran PBB tahun berjalan
3. Photocopy sertifikasi badan usaha yang di keluarkan oleh LPJK
atau Lembaga Pemerintah yang Sah
4. Photocopy akte pendirian perusahaan
5. Photocopy izin tempat usaha
6. NPWP
7. Daftar pengurus/photocopy KTP direktur /wakil direktur
8. Daftar tenaga tehnik /photocopy KTP
9. Photocopy ijazah tenaga tehnik yang bersangkutan dengan
memperlihatkan ijazah asli
10. Daftar peralatan yang dimiliki oleh perusahaan
11. Photo penanggungjawab perusahaan 3x4 2 (dua) lembar
12. Pas photo tenaga tehnik 3x2 2(dua) lembar.
2 Prosedur
& CUSTOMER SERVICE KEPALA
,‘m |_> 1. Menerima berkas DPMPTSP
<:l permohonan Tanda tangan
2. Menyerahkan SK SK
PEMOHON
KEPALA SEKSI
1. Meneliti keabsahan berkas
2. Peninjauan lapangan KEPALABID
3. Koordinasi dengan dinas :> ANG
terdenit Paraf draf SK
4. Pembuatan BAP
5. Paraf Draf SK
Keterangan :
1. Pemohon memasukan berkas di loketpendaftaran
2. Petugas Pendaftaran menerimaan berkas administrasi Izin
usaha jasa konstriksi (IUJK)
3. Meneliti keabsahan berkas, memverifikasi, membuat berita
acara pemeriksaan lapangan, pembuatan SK
4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosialmamaraf draf SK
S. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK
6. Penyerahan SK
3. | Waktu pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.
4. | Biaya /tariff Gratis
B Produk layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
Pengelolaan Email : dpmptsp@jambikota.go.id
pebigncann Telp . 0741- 42992/ 41706
SMS : 08117441592
Kotak saran

Petugas informasi dan pengaduan




35.1ZIN GALIAN JALAN

NO KOMPONEN URAIAN
1 Persyaratan pelayanan 1. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi
2. Denah lokasi
3. Surat pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki
kembali ke bentuk semula

4. Surat jaminan perbaikan pelaksanaan dari bank
umum/pemerintah (Garansi Bank)

S. Rekomendasi Dinas PU Kota Jambi
6. Maf warna hijau jeruk 2 (dua) lembar

] Prosedur

€. CUSTOMER SERVICE
T |:> 1. Menerima berkas KEPALADP
permohonan <:| - Md:’l‘ Sp
{— | 2. Menyerahkan SK an S]témgan
PEMOHON
KEPALA SEKSI
1. Meneliti keabsahan berkas KEPALABID
2. Peninjauan lapangan ANG
3. Koordinasi dengan dinas :> Paraf draf SK
terkait

4. Pembuatan BAP
5. Paraf Draf SK

Keterangan :

1.Pemohon memasukan berkas di loketpendaftaran

2.Petugas Pendaftaran menerimaan berkas administrasi Izin
galian jalan

3.Meneliti keabsahan berkas,memverifikasi, membuat berita
acara pemeriksaan lapangan,pembuatan SK

4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian
dan Kesejahteraan Sosial memaraf draf SK

4. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK
5. Penyerahan SK

3. Waktu pelayanan

sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.

4. Biaya /tariff Gratis

6. Pengelolaan pengaduan | g, : dpmptsp@jambikota.go.id
Telp : 0741- 42992/ 41706
SMS : 08117441592

Kotak saran
Petugas informasi dan pengaduan




36.1ZIN USAHA ANGKUTAN

NO KOMPONEN URAIAN
k Persyaratan pelayanan | 1. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi
2. Bukti pembayaran PBB Tahun berjalan
3. Rekomendasi dari lurah dan Camat
4. Photo copy KTP
5. Photocopy akte pendirian perusahaan/anggaran dasar
6. Photo copy sertifikat tanah/IMB/sewa menyewa
7. Photo copy buku uji kendaraan, STNK
8. Photo copy KTP
9. Photocopy surat izin tempat usaha (SITU)
10. Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar
11. Photo copy NPWP
12. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai
lima kendaraan bermotor
13. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakanfasilitas
penyimpanan kendaraan (pool)
14.Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua)
lembar.
15. Rekomendasi Dinas Perhubungan
16. 2 (dua) lembar map warna hijau
" | — CUSTOMER SERVICE
|:> 1. Menerima berkas <::] DKP-EIP‘!AL‘SAP
permohonan Tanda
<:| 2. Menyerahkan SK tangan SK
PEMOHON @
KEPALA SEKSI
1. Meneliti keabsahan berkas KEPALA
2. Peninjauan lapangan BIDANG
3. Koordinasi dengan dinas Memaraf draf
terkait SK
4. Pembuatan BAP
5. Paraf Draf SK
Keterangan :
1.Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran
2.Petugas Pendaftaran menerima berkas administrasi
Izinusaha angkutan
3.Meneliti keabsahan berkas, memverifikasi, membuat berita
acara pemeriksaan lapangan,pembuatan SK.
4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian
dan Kesejahteraan Sosial memaraf draf SK
5. Kepala Badan DPMPTSP Kota Jambi menandatanganiSK
6. Penyerahan SK
& Waktu pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.
4. Biaya /tariff Gratis
5, Produk layanan Izin Usaha Angkutan
6. Pengelolaan pengaduan | Email : dpmptsp@jambikota.go.id
Telp :0741- 42992/ 41706
SMS : 08117441592
Kotak saran

Petugas informasi dan pengaduan




37.1ZIN TRAYEK

NO

KOMPONEN

URAIAN

Persyaratan pelayanan

. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

. Bukti pembayaran PBB Tahun berjalan

. Rekomendasi dari lurah dan Camat

. Photo copy KTP

. Photocopy akte pendirian perusahaan/anggaran dasar

. Photo copy sertifikat tanah, IMB, sewa menyewa

. Photocopy surat izin tempat usaha (SITU)

. Photo copy surat izin angkutan

. Photo copy surat-surat kendaraan

Photo copy NPWP

Daftar jumlah kendaraan serta permohonan line yang akan
dilalui

12. Rekomendasi Dinas Perhubungan

13. Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
14. Map warna hijau jeruk 2 (dua) lembar

HOWVENOU A WN -

—

Prosedur

(T CUSTOMER SERVICE
4@5 :> 1. Menerima berkas KEPALADP
permohonan c:] MPTSP
<: 2. Menyerahkan SK Tanda tangan

PEMOHON . SK

g

KEPALA SEKSI

. Meneliti keabsahan berkas
Peninjauan lapangan KEPALA

Koordinasi dengan dinas BIDANG
terkait Paraf draf SK

4. Pembuatan BAP
v 5. Paraf Draf SK

0 RO =

Mencetak SKRD izin trayek Bank Jambi

Petugas Dishub I:> Pembayaran Retribusi

Keterangan :

1.Pemohon memasukan berkas di loketpendaftaran

2.PetugasPendaftaran menerima berkas administrasi IzinTrayek

3.Meneliti keabsahan berkas,memverifikasi, membuat berita acara
pemeriksaan lapangan,pembuatan SK

. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial memaraf draf SK

. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK

. Petugas Dishub mencetak SKRD izin trayek

. Pemohon membayar retribusi di Loket Bank Jambi

. Penyerahan SK

0o~onWn B

Waktu pelayanan

sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.

Biaya /tariff

Berdasarkan Perda 02 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum

s e

Produk layanan

Izin trayek

Pengelolaan pengaduan

Email : dpmptsp@jambikota.go.id
Telp :0741- 42992/ 41706
SMS : 08117441592

Kotak saran

Petugas informasi dan pengaduan




38.1ZIN PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR OLEH

BADAN UNTUK UMUM
NO KOMPONEN URAIAN
1 Persyaratan pelayanan Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

Bukti pembayaran PBB Tahun berjalan

Rekomendasi dari lurah dan Camat

Photo copy KTP

Photocopy akte pendirian perusahaan/anggaran dasar
Photo copy sertifikat tanah/IMB/sewa menyewa
Photocopy surat izin tempat usaha (SITU)

Peta lokasi tempat fasilitas parkir untuk umum

Denah marka parkir, luas area parkir dan perhitungan
kapasitas parkir

10. Photo copy NPWP

11. Rekomendasi Dinas Perhubungan

12. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar

13. Map warna hijau jeruk 2 (dua) lembar

30 0 R B 0

2. Prosedur

CUSTOMER SERVICE
: ::) 1. Menerima berkas KEPALADP
permohonan Cj MPTSP
<:| 2. Menyerahkan SK Tanda tangan
PEMOHON 3K
KEPALA SEKSI
Mene]j.ti keabsa.hﬂ.n berkas KEPALABID
2. Peninjauan lapangan ANG
3. Koordinasi dengan dinas I:D Paraf draf SK
terkait
4. Pembuatan BAP

5. Paraf Draf SK

Keterangan :
1.Pemohon memasukan berkas di loketpendaftaran

2 Petugas Pendaftaran menerimaberkas administrasilzin
penyelenggaraan pasilitas parkir oleh badan untuk umum.

3.Meneliti keabsahan berkas,memverifikasi, membuat berita
acara pemeriksaan lapangan, pembuatan SK

4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian
dan Kesejahteraan Sosial memaraf draf SK

5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK
6. Penyerahan SK

Waktu pelayanan

sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.

4. Biaya /tarif

Gratis

5. Produk layanan

Izin Penyelenggaraan fasilitas parkir oleh badan untuk
umum.

6. Pengelolaan pengaduan

Email : dpmptsp@jambikota.go.id
Telp : 0741- 42992/ 41706

SMS : 08117441592

Kotak saran

Petugas informasi dan pengaduan




39.1ZIN USAHA BENGKEL, KAROSERI/BAK MUATAN DAN CUCIAN UMUM
KENDARAAN BERMOTOR

NO

KOMPONEN

URAIAN

1 Persyaratan pelayanan 1. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi
2. Bukti pembayaran PBB Tahun berjalan
3. Rekomendasi dari lurah dan Camat
4. Photocopy akte pendirian perusahaan
5. Photo copy sertifikat tanah /IMB/sewa menyewa
6. Photocopy surat izin tempat usaha (SITU)
7. Photo copy SPPL
8. Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar
9. Berkas disusun dalam map hijau jeruk rangkap 2(dua)
2. Prosedur
3 |:> CUSTOMER SERVICE m——
s 1. Menerima berkas ALA
permohonan Cj DPMPTSP
<:| 2. Menyerahkan SK Tanda
tangan SK
PEMOHON | |
KEPALA SEKSI
1. Meneliti keabsahan
berkas KEPALA
2. Peninjauan lapangan BIDANG
3. Koordinasi dengan dinas |:> Memaraf draf
terkait SK
4. Pembuatan BAP
5. Paraf Draf SK
Keterangan :
1.Pemohon memasukan berkas pendaftaran
2.Petugas Pendaftaran menerimaan berkas administrasi
Izinusaha bengkel, karoseri/bak muatan dan cucian
umum kendaraan bermotor
3.Meneliti keabsahan berkas, memverifikasi, membuat
berita acara pemeriksaan lapangan,pembuatan SK
4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan
Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Memaraf daf
SK
5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK
5. Penyerahan SK
8. Waktu pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.
4. Biaya /tariff Gratis
5. Produk layanan Izin usaha bengkelkaroseri/bak muatan dan cucian
umum kendaraan bermotor
6. Pengelolaan pengaduan | Email : dpmptsp@jambikota.go.id
Telp : 0741- 42992/ 41706
SMS : 08117441592

Kotak saran
Petugas informasi dan pengaduan




40.TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

—

Undang-Undang Nomor : 10 tahun 2009 tentang Keperiwisataan

. Peraturan Menteri Periwisata Nomor : 18 Tahun 2016 tentang

Pendaftaraan Usaha Pariwisata

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

. Permenpar No. 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha

Terintegrasi Sektor Pariwisata

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang

PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan
pelayanan

[y

AL G

0SS (Email, KTP,NPWP Pribadi/untuk Perusahaan NPWP
perusahaan dan Akta
Print NIB dan izin usaha lainyya yang diperoleh dari OSS
Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi
Photocopy KTP
Bukti pembayaran PBB Tahun berjalan
Rekomendasi dari lurah dan Camat
Photocopy akte notaris pendirian perusahan berbadan hukum/
Anggaran Dasar (SK Menkumham dan Lampiranya (Khusus
PT /AHU Online untuk CV
Photocopy NPWP
Photocopy surat izin tempat usaha (SITU) dan IMB

. Rekomendasi dari Asosiasi kepariwisataan sesuai jenis usaha
pariwisata berdasarkan standar masing masing usaha
pariwisata

. Copy izin lingkungan bagi usaha yang wajib SPPL/UKL UPL

. Photo copy sertifikat tanah/IMB/sewa menyewa

. Rekomendasi OPD terkait

. Untuk usaha jasa transportasi wisata melampirkan copy izin
operasional kendaraan

. Semua berkas permohonan disusun dalam map kulit jeruk
warna hijau

Prosedur

CUSTOMER SERVICE

1. Menerima berkas
permohonan

2. Menyerahkan SK

KEPALADP
MPTSP
Tanda tangan
SK

PEMOHON

4L

KEPALA SEKSI
1. Meneliti keabsahan berkas
2. Peninjauan lapangan |:> KEPALABID

3. Koordinasi dengan dinas ANG
terkait Paraf draf SK

4. Pembuatan BAP
S. Paraf Draf SK

Keterangan :
1. Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran

g B @ B

Petugas Pendaftaran menerimaan berkas administrasi Izin
usaha rekreasi

Meneliti keabsahan berkas, memverifikasi, membuat berita
acara pemeriksaan lapangan,pembuatan SK

Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial memaraf draf SK

Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatanganiSK

Penyerahan SK




4. | Waktu pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.
5. Biaya /tarif Gratis
6. Produk layanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
7. Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman parkir
8. | Kompetensi - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
internal 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10. | Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
pengaduan,saran Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
ABE AR dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
a. Petugas Pengaduan
b. Surat
c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
d. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
e. Email :dpmptsp@jambikota.go.id
f. Website melalui alamat http://dpmptsp.jambikota.go.id
g Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
11. | Jumlah Pelaksana | 6 orang
12. Jaminan Pelayanan | Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. Jaminan Keamanan | 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
dan keselamatan cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Pelayanan 2. gll;g:; izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




41.IZIN SALON, PANGKAS RAMBUT, RIAS PENGANTIN DAN PERAWATAN
TUBUH.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :8

Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

. Permenpar No.11 Tahun 2019 tentang Standar Usaha SPA
. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang

PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan
pelayanan

Vo f b

0SS (Email KTP,NPWP Pribadi/untuk Perusahaan NPWP
perusahaan dan akta

Print NIB dan izin usaha lainyya yang diperoleh dari OSS
Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

Photocopy surat izin tempat usaha (SITU)

Photocopy NPWP

Photocopy KTP

Rekomendasi dari Lurah dan Camat

Bukti pembayaran PBB tahun tahun terakhir

Photocopy akta notaris pendirian perusahan berbadan
hukum/ Anggaran Dasar (SK Menkumham dan Lampiranya
(Khusus PT / AHU Online untuk CV

10. Photo copy Sertifikat tanah /IMB/Sewa menyewa

1

1. Rekomendasi dari OPD terkait

12. Pas photo berwarna 3x4 cm sebanyak 3 lembar
13. Semua berkas permohonan disusun dalam map kulit jeruk

warna hijau

Prosedur

: CUSTOMER SERVICE

I?%“ :> 1. Menerima berkas (:j KEJ?%:#)P
{ | permohonan

2. Menyerahkan SK Taﬂdglt(angan

PEMOHON

V

KEPALA SEKSI
Meneliti keabsahan berkas

. Peninjauan lapangan E> KEPALABID

SR : ANG
. Koordinasi dengan dinas
vailiait Paraf draf SK

. Pembuatan BAP
. Paraf Draf SK

[V Sl

o

Keterangan :

1.
2.

3.

Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran

Petugas Pendaftaran menerima berkas administrasi Izin usaha
salon, pangkas rambut, riaspengantin dan perawatan tubuh.
Meneliti keabsahan berkas, memverifikasi, membuat berita acara
pemeriksaan lapangan,pembuatan SK.

. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan

Kesejahteraan SosialMemaraf draf SK

. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK




6. Penyerahan SK

3. | Waktu pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.
Biaya /tariff Gratis
Produk layanan Izin usaha salon,pangkas rambut,riaspengantin dan perawatan
tubuh.
7. Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front OfficeJdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman parkir
8. | Kompetensi - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
Pelaksana = SMA dan SMK
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
internal 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10. | Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
pengaduan,saran Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
dan masukan dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
a. Petugas Pengaduan
b. Surat
c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
d. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
e. Email :dpmptsp@jambikota.go.id
f. Website melalui alamat http://dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12; Jaminan Pelayanan | Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. Jaminan Keamanan | 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
dan keselamatan cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Pelayanan 2. gl:g:; izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




42.1ZIN PENGUMPULAN DAN PENYALURAN PELUMAS BEKAS

NO

KOMPONEN

URAIAN

Persyaratan pelayanan

. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi
. Bukti pembayaran PBB Tahun berjalan

. Rekomendasi dari lurah dan Camat

. Photo copy KTP

. Photocopy akte pendirian perusahaan/anggaran dasar
. Photo copy sertifikat tanah/IMB/sewa menyewa

. Photocopy surat izin tempat usaha (SITU),SIUP

. Photo copy NPWP

. Biodata perusahaan

. Data fasilitas penampungan

. Data peralatan yang dipergunakan

. Rekomendasi dari perusahaan yang mengelola

. Rekomendasi dari perusahaan yang mengelola

. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
. Map warna hijau jeruk 2 (dua) lembar

OO\ WN -~

Prosedur

CUSTOMER SERVICE

KEPALADP
MPTSP
Tanda tangan

1. Menerima berkas
permohonan
2. Menyerahkan SK

@ |

PEMOHON

=

s

KEPALA SEKSI

1. Meneliti keabsahan berkas

2. Peninjauan lapangan

3. Koordinasi dengan dinas
terkait

KEPALA
BIDANG
Memaraf Draf
SK

4. Pembuatan BAP
5. Paraf Draf SK

Keterangan :
1.Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran

2.PetugasPendaftaran menerima berkas administrasi Izin
pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas.

3.Meneliti keabsahan berkas,memverifikasi, membuat berita
acara pemeriksaan lapangan,pembuatan SK

4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian
dan Kesejahteraan Sosial memaraf draf SK

5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatanganiSK
6. Penyerahan SK

Waktu pelayanan

sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.

Biaya /tariff

Gratis

Produk layanan

Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas.

Pengelolaan pengaduan

Email : dpmptsp@jambikota.go.id
Telp : 0741- 42992/ 41706

SMS : 08117441592

Kotak saran

Petugas informasi dan pengaduan

43.1ZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR




NO KOMPONEN URAIAN
1. | Persyaratan 1. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi
pelayanan 2. Bukti pembayaran PBB Tahun berjalan
3. Rekomendasi dari lurah dan Camat
4. Photo copy KTP pemilik
5. Photo copy Surat [zin Tempat Usaha (SITU)
6. Photo copy AMDAL/UKL/UPL/SPPL
7. Gambar kontruksi instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
beserta saluran pembuangan air limbah
8. Rekaman 3 (tiga) bulan terakhir hasil analisa kualitas limbah
cair sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran
ganti rugi dan pemulihan kualitas sumber air yang tercemar
akibat pembuangan limbah cair dari kegiatan
10. Photocopy ijazah atau sertifikat tenaga tehnik dibidang
lingkungan hidup
2. Prosedur
CUSTOMER SERVICE KEPALADP
1. Menerima berkas MPTSP
permohonan <:] Tanda tangan
2. Menyerahkan SK SK
KEPALA SEKSI
1. Meneliti keabsahan berkas
2. Peninjauan lapangan KEPALA
3. Koordinasi dengan dinas [:> BIDANG
terkait Memaraf draf
4. Pembuatan BAP SK
S. Paraf Draf SK
Keterangan :
1. Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran
2. Petugas Pendaftaran menerima berkasadministrasi Izin
pembuangan limbah cair.
3. Meneliti keabsahan berkas,memverifikasi, membuat berita
acara pemeriksaan lapangan,pembuatan SK
4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial memaraf draf SK
5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK
6. Penyerahan SK
3. | Waktu pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.
4. Biaya /tarif Gratis
5. | Produk layanan Izin pembuangan limbah cair
6. | Pengelolaan Email : dpmptsp@jambikota.go.id
pengaduan Telp . 0741- 42992/ 41706
SMS : 08117441592
Kotak saran

Petugas informasi dan pengaduan




44.1ZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan
pelayanan

Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

Photocopy izin gangguan/ izin lingkungan

Photocopy surat izin tempat usaha (SITU)

Photocopy NPWP

Photo copy tanda pelunasan PBB tahun berjalan

Photocopy KTP

Rekomendasi dari Lurah dan Camat

Photocopy akta pendirian perusahan/anggaran dasar

Photo copy Sertifikat tanah IMB/sewa menyewa

Pas photo berwarna 3x4 cm sebanyak 4 lembar

Persetujuan tetangga terdekat yang di ketahui oleh ketua RT
setempat

Photocopy kartu anggota Asosiasi Perwaletan Jambi (APJ)
Semua berka permohonan disusun dalam map kulit jeruk
warna hijau

HL S0 GO U UGN B 1

— O

—
N

Prosedur

CUSTOMER SERVICE KEPALADP

;@?}‘\ 1. Menerima berkas MPTSP
permohonan <:| B ikl foe
2. Menyerahkan SK SK g

1L

KEPALA SEKSI
1. Meneliti keabsahan berkas
2. Peninjauan lapangan KEPALABID
3. Koordinasi dengan dinas [:J‘> ANG
_—— Paraf draf SK
4. Pembuatan BAP
5. Paraf Draf SK

PEMOHON

Keterangan :

1. Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran

2. Petugas Pendaftaran menerima berkas administrasi Izin
pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

3. Meneliti keabsahan berkas, memverifikasi, membuat berita acara
pemeriksaan lapangan,pembuatan SK

4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial memaraf draf SK

5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK

6. Penyerahan SK

Waktu pelayanan

sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.

Biaya /tariff

Gratis

Produk layanan

Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Pengelolaan
pengaduan

Email : dpmptsp@jambikota.go.id
Telp : 0741- 42002/ 41706
SMS : 08117441592

Kotak saran

Petugas informasi dan pengaduan




45.1ZIN TEMPAT USAHA

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :8 Tahun
2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta
Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Jambi;

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan
pelayanan

. OSS (Email KTP,NPWP Pribadi/NPWP) Perusahaan dan Akta)

Print NIB dan Izin Usaha Lainya yang diperoleh dari OSS

Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

. Photocopy Sertifikat tanah /IMB/sewa menyewa

. Photo copy tanda pelunasan PBB tahun berjalan

. Photocopy KTP

. Photo Copy NPWP

. Photocopy akte notaris pendirian perusahan berbadan hukum/

Anggaran Dasar (SK Menkumham dan Lampiranya (Khusus PT)
/ AHU Online untuk CV

9. Khusus perbankan Akta pendirian buka cabang/keterangan
pembukaan cabang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau
oleh lembaga terkait yang ditunjuk secara resmi

10. Izin lokasi perluasan usaha (Khusus cabang)

11. Surat penunjukan kepala cabang dan NIB pusat (jika
perusahaan cabang dijambi)

12. Jika yang bersangkutan tidak mengurus
langsung,dilampirkan surat kuasa bermaterai Rp.6000

13. Pas photo berwarna 3x4 cm sebanyak 3 lembar

14.Rekomendasi dari Lurah dan Camat

15.Semua berkas permohonan disusun dalam map kulit jeruk

warna hijau

XN U DA WN

Prosedur

& CUSTOMER SERVICE S———
(o 1. Menerima berkas <:| MPTSP

permohonan Tanda tangan
2. Menyerahkan SK SK

PEMOHON | |

KEPALA SEKSI
. Mer{el_m keabsahan berkas KEPALABID
e Peninjauan lapangan ANG
e Koordinasi dengan dinas terkait [:> Paraf draf SK
e Pembuatan BAP
e Paraf Draft SK
Keterangan :

1.
2.

3.

Pemohon memasukan berkas di loketpendaftaran
PetugasPendaftaran menerima berkas administrasi Izin Tempat
Usaha

Meneliti keabsahan berkas, memuverifikasi, membuat berita acara
pemeriksaan lapangan,pembuatan SK,penetapan retribusi daerah

. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan

Kesejahteraan Sosialmemaraf draf SK




5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK
6. Penyerahan SK

4. | Waktu pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.
5. | Biaya /tarif Gratis
6. | Produk layanan Surat izin Tempat Usaha
7. | Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman parkir
8. Kompetensi - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
Pelaksana - SMA dan SMK
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. Pengawasan internal | 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2 . Dilaksanakan secara kontinyu
10. | Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
pengaduan,saran Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
B et il dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
a. nmPetugas Pengaduan
b. Surat
c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
d. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
e. Email :dpmptsp@jambikota.go.id
f. Website melalui alamat http://dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
11. | Jumlah Pelaksana 6 orang
12. | Jaminan Pelayanan Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan prinsip
pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. | Jaminan Keamanan 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap
dan keselamatan stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
2. Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Pelayanan Dinas
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




46.1ZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NO KOMPONEN URAIAN
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem
e MARRlenm Pendidikan Nasional ¢

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun
2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor :
36 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini

4. Permen Dikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah

6. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun
2016 TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan
Fungsi Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

2: Persyaratan pelayanan | 1. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi
2. 0SS (Email, KTP,NPWP Pribadi/NPWP Perusahaan dan
Akta)

3. Print NIB dan Izin Usaha Lainya yang diperoleh OSS

4. Foto copy KTP Kepala Sekolah /Pemilik

5. Copy ljazah Kepala Sekolah,pengelola dan Pengajar

6. Daftar Kurikulum Paud/ Silabus

7. IMB dan Bukti Kepemilikan tempat penyelenggaraan

PAUD berupa hak pakai, sertifikat, hak guna, sewa
menyewa

8. Copy Tanda Pelunasan PBB Tahun Berjalan

9. Daftar Peserta Didik

10. Data Pengelola dan Pendidik

11. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi

12. Daftar sarana dan prasarana sesuai program PAUD

13. Daftar susunan organisasi pengelola PAUD

14. Akta pendirian yayasan/perkumpulan atau badan

hukum lain

15. Denah Lokasi

16. Dokumentasi Kegiatan

17. Rekomendasi lurah dan Camat

18. Berkas disusun dalam map kulit jeruk warna kuning

rangkap 2 (dua)




Prosedur

CUSTOMER SERVICE KEPALA
|:> 1. Menerima berkas DPMPTSP
permohonan <:| Tanda
2. Menyerahkan SK tangan SK

4L

KEPALA SEKSI
1. Meqe]_m keabsahan berkas KEPALA
2. Peninjauan lapangan
3

et 2 BIDANG
; Koorc'hnasu dengan dinas Mamiarat dest
terkait

4. Pembuatan BAP SK
5. Paraf Draf SK

PEMOHON

Keterangan :

1.Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran

2. Petugas Pendaftaran menerima berkas administrasi Izin
penyelenggaraan PAUD

3. Meneliti keabsahan berkas, memverifikasi, membuat berita
acara pemeriksaan lapangan, pembuatan SK

4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian
dan Kesejahteraan Sosial memaraf draf SK

5. Kepala Badan DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK

6. Penyerahan SK

Waktu pelayanan

sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.

Biaya /tariff

Gratis

Produk layanan

Izin Penyelenggaraan PAUD

Sarana,Prasarana
dan/atau fasilitas

Sarana:

a. Perangkat komputer

b. Alat Tulis Kantor

c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin

e. Brosur pengurusan izin

f. Papan informasi dan persyaratan izin

g. Telepon

h. Website

Prasarana :

Loket Informasi

Loket Administrasi Perizinan (Front Office)dan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)

Loket Pengaduan

Loket pengambilan izin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman parkir

o ®

Q™o a0

Kompetensi Pelaksana

- S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika

SMA dan SMK

- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP

Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan intermal

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
Dilaksanakan secara kontinyu

10.

Penanganan
pengaduan,saran dan
masukan

bt DD | !

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Jambi menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya.

2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :

a. nmPetugas Pengaduan

b. Surat

c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;

d. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592




e. Email :dpmptsp@jambikota.go.id
f. Website melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengetahuan atasan/pimpinan ;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan
atau tertulis.

141. Jumlah Pelaksana 6 orang

12. Jaminan Pelayanan Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati

13. Jaminan Keamanan dan 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan

keselamatan Pelayanan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
2. Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas
barkode Dinas

3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.

14. Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




47.1ZIN PANGKALAN MINYAK TANAH/ LPG

NO

KOMPONEN

URAIAN

Persyaratan pelayanan

1. OSS (Email, KTP,NPWP Pribadi/untuk Perusahaan NPWP
perusahaan dan akta

2.Print NIB dan izin usaha lainyya yang diperoleh dari OSS
3.Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

4.Photocopy surat izin tempat usaha (SITU)

5.Photocopy NPWP

6.Photocopy KTP

7.Rekomendasi dari Lurah dan Camat

8.Bukti pembayaran PBB tahun tahun terakhir

9.Photocopy akta notaris pendirian perusahan berbadan hukum/
Anggaran Dasar (SK Menkumham dan Lampiranya (Khusus PT /
AHU Online untuk CV

10.Photo copy Sertifikat tanah /IMB/Sewa menyewa
11.Rekomendasi dari OPD terkait

12.Pas photo berwarna 3x4 cm sebanyak 3 lembar

13.Semua berkas permohonan disusun dalam map kulit jeruk
warna hijau

Prosedur

@ CUSTOMER SERVICE
rm, |:> 1. Menerima berkas KEPALADP

permohonan MPTSP
(112 Menyerahkan SK Tanda tangan

PEMOHON

11

KEPALA SEKSI

2. Peninjauan lapangan BIDANG

3. Koordinasi dengan dinas Paraf draf SK
terkait

4. Pembuatan BAP

5. Paraf Draf SK

1. Meneliti keabsahan berkas : KEPALA

Keterangan :

1.Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran

2.Petugas Pendaftaran menerimaberkas administrasilzin
pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas.

3.Meneliti keabsahan berkas, memverifikasi, membuat berita
acara pemeriksaan lapangan,pembuatan SK

4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian
dan Kesejahteraan Sosial memaraf draf SK

5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatanganiSK

6. Penyerahan SK

Waktu pelayanan

sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.

i

Biaya /tariff

Gratis

Produk layanan

Izin Pendirian Pangkalan Minyak Tanah/LPG.

Pengelolaan pengaduan

Email : dpmptsp@jambikota.go.id
Telp : 0741- 42992/ 41706
SMS : 08117441592

Kotak saran

Petugas informasi dan pengaduan




48.1ZIN PENGGUNAAN PERALATAN KERJA DIPERUSAHAAN

NO

KOMPONEN

URAIAN

8

Persyaratan pelayanan

1. OSS (Email, KTP,NPWP Pribadi/untuk Perusahaan NPWP
perusahaan dan akta

2.Print NIB dan izin usaha lainyya yang diperoleh dari 0SS
3.Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi
4.Photocopy surat izin tempat usaha (SITU)

5.Photocopy NPWP

6.Photocopy KTP

7.Rekomendasi dari Lurah dan Camat

8.Bukti pembayaran PBB tahun tahun terakhir
9.Photocopy akta notaris pendirian perusahan berbadan
hukum/ Anggaran Dasar (SK Menkumham dan Lampiranya
(Khusus PT / AHU Online untuk CV

10.Photo copy Sertifikat tanah /IMB/Sewa menyewa
11.Rekomendasi dari OPD terkait

12.Pas photo berwarna 3x4 cm sebanyak 3 lembar
13.Semua berkas permohonan disusun dalam map kulit
jeruk warna hijau

Prosedur

CUSTOMER SERVICE

:> 1. Menerima berkas
: permohonan

KEPALADP
MPTSP
Tanda tangan
SK

PEMOHON

=

2. Menyerahkan SK
KEPALA SEKSI
1. Meneliti keabsahan

i

berkas

2. Peninjauan lapangan

3. Koordinasi dengan dinas
terkait

4. Pembuatan BAP

KEPALA
BIDANG
Memaraf Draf
SK

=

5. Paraf Draf SK
Keterangan :
1.Pemohon memasukan berkas di loketpendaftaran

2.PetugasPendaftaran menerima berkas administrasi
Izinpenggunaan peralatan kerja di perusahaan.

3.Meneliti keabsahan berkas,memverifikasi, membuat
berita acara pemeriksaan lapangan,pembuatan SK

4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan
Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial memaraf
draf SK

5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK
6. Penyerahan SK

Waktu pelayanan

sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.

oo

Biaya /tariff

Gratis

Produk layanan

Izin penggunaan peralatan kerja diperusahaan

Pengelolaan pengaduan

Email : dpmptsp@jambikota.go.id
Telp : 0741- 42992/ 41706

SMS : 08117441592

Kotak saran

Petugas informasi dan pengaduan




49.1ZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

. Permenaker No. 17/20/2017

. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.38

tahun 2016 tentang Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja
dan Produksi

tentang Tata Cara Perizinan
Dan Pendaftaraan Lembaga Pelatihan Kerja

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang

PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun
2016 TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan
Fungsi Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang

Pelimpahan  Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan
pelayanan

N =

oudw

-
= 0w ®N

—

. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

. OSS (Email, KTP,NPWP Pribadi/Untuk Prusahaan NPWP
Perusahaan dan Akta)

. Print NIB dan Izin Usaha Lainya yang diperoleh dari OSS

Bukti pembayaran PBB Tahun berjalan

Rekomendasi dari lurah dan Camat

. Photocopy akta notaris pendirian perusahan berbadan
hukum/ Anggaran Dasar (SK Menkumham dan Lampiranya
(Khusus PT / AHU Online untuk CV

. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

. Photo ocopy keterangan status lembaga pendidikan

. Photo copy bukti pemilikan tempat penyelenggaraan kursus

Daftar prasarana dan saran kursus

Daftar susunan pengelola dan tenaga pendidik baik tetap

dan tidak tetap

. Program dan kurikulum kursus
12,
13.

Rekomendasi dari OPD terkait
Pas photo 4x6 berwarna 2 lembar

Prosedur/Mekanisme

CUSTOMER SERVICE
1. Menerima berkas
permohonan

KEPALADP
MPTSP
Tanda tangan

o)

PEMOHON

-

2. Menyerahkan SK

L1

KEPALA SEKSI

1. Meneliti keabsahan
berkas

2. Peninjauan lapangan

3. Koordinasi dengan dinas
terkait

4. Pembuatan BAP

5. Paraf Draf SK

SK

KEPALA
BIDANG
Memaraf draf
SK

=

Keterangan :
1.Pemohon memasukan berkas di loketpendaftaran

2.PetugasPendaftaran menerima berkas administrasi Izin

penyelenggaraan pelatihan lembaga swasta.

3.Meneliti keabsahan berkas,memverifikasi, membuat berita

acara pemeriksaan lapangan,pembuatan SK

4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian

dan Kesejahteraan Sosial memaraf draf SK

5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatanganiSK
6. Penyerahan SK




4. Waktu pelayanan . . N
sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.

5, Biaya /tariff Gratis

6. Produk layanan Izin penyelenggaraan pelatihan lembaga swasta.

Z. Sarana,Prasa:rgna Sarana:

dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer

b. Alat Tulis Kantor

c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP

d. Blanko/Formulir Izin

e. Brosur pengurusan izin

f. Papan informasi dan persyaratan izin

g. Telepon

h. Website

Prasarana :

a. Loket Informasi

b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)dan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)

c. Loket Pengaduan

d. Loket pengambilan izin

e. Loket Kasir/Bendahara

f.  Ruang Penyimpanan Arsip

g. Ruang Tunggu

h. Halaman parkir

8. Kompetensi Pelaksana | - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
- SMA dan SMK
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer

9. Pengawasan internal 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu

10. Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

pengaduan,saran dan Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan
ST langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
a. nmPetugas Pengaduan
b. Surat
c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
d. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
e. Email :dpmptspwjambikota.go.id
f. Website melalui alamat http://dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengetahuan atasan/pimpinan ;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan
atau tertulis.
11. | Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. Jaminan Keamanan 1. Swurat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan
dan keselamatan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
2. Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas
Pelayanan :
barkode Dinas
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




50.IZIN PENDIRIAN DAN PENGGUNAAN GEDUNG/KONTAINER BAHAN
PELEDAK DIDAERAH OPERASI DARATAN.

NO KOMPONEN URAIAN
L. Persyaratan pelayanan 1. OSS (Email, KTP,NPWP Pribadi/Untuk Prusahaan NPWP
perusahaan dan Akta)
2. Print NIB dan Izin Usaha lainya yang diperoleh dari OSS
3. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi
4. Bukti pembayaran PBB Tahun berjalan
5. Rekomendasi dari lurah dan Camat
6. Photo copy KTP dan NPWP
7. Photocopy akta notaris pendirian perusahan berbadan hukum/
Anggaran dasar (SK Menkumham dan Lampiranya (khusus
PT/AHU online untuk CV
8. Photo copy sertifikat tanah /IMB/sewa menyewa
9. Photocopy surat izin tempat usaha (SITU)
10. Gambar konstruksi atau gedung atau kontainer
penyimpanan barang peledak
11. Gambar tata letak gedung atau kontainer penyimpanan bahan
peledak
12. Peta situasi wilayah kerja
13. Jenis berat serta ukuran peti atau box bahah peledak yang
akan disimpan
14. Rekomendasi Dirjen Migas dan OPD terkait
15. Rekomendasi surat pernyataan tidak keberatan dari Kapolda
setempat
16. Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar
17. Maf warna hijau jeruk 2 (dua) lembar
& Prosedur
. CUSTOMER SERVICE
, \ :> 1. Menerima berkas Dﬁgp
) <: pcrmohonan <:| Tanda tangan
2. Menyerahkan SK SK g
PEMOHON
KEPALA SEKSI
1. Meneliti keabsahan berkas
2. Peninjauan lapangan
3. Koordinasi dengan dinas KEPALA
terkait BIDANG
4. Pembuatan BAP Memaraf draf
5. Paraf Draf SK SK
Keteran r
1.Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran
2. Petugas Pendaftaran menerimaberkas administrasilzinpendirian
gedung/kontainer bahan peledak di daerah operasional daratan.
3. Meneliti keabsahan berkas,memuverifikasi, membuat berita acara
pemeriksaan lapangan,pembuatan SK
4.Kabid Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial memaraf draf SK
5. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatanganiSK
6. Penyerahan SK
- Waktu pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.
4, Biaya /tariff Gratis
S Produk layanan Izin usaha bengkel karoseri/bak muatan dan cucian umum
kendaraan bermotor.
6. Pengelolaan pengaduan | Email : dpmptsp@jambikota.go.id
Telp :0741- 42992/ 41706
SMS : 08117441592

Kotak saran petugas informasi/pengaduan




51.IZIN PEMBUKAAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN DI SUB SEKTOR
MINYAK DAN GAS

NO

KOMPONEN

URAIAN

|

Persyaratan pelayanan

1.0S8S (Email KTP,NPWP Pribadi/Untuk Prusahaan NPWP
perusahaan dan Akta)

2.Print NIB dan Izin Usaha lainya yang diperoleh dari OSS

3.Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

4.Bukti pembayaran PBB Tahun berjalan

5.Rekomendasi dari lurah dan Camat

6.Photo copy KTP dan NPWP

7.Photocopy akta notaris pendirian perusahan berbadan
hukum/ Anggaran dasar (SK Menkumham dan Lampiranya
(khusus PT/AHU online untuk CV

8.Photo copy sertifikat tanah/IMB/sewa menyewa

9.Photocopy surat izin tempat usaha (SITU)

10.Gambar konstruksi atau gedung atau kontainer
penyimpanan barang peledak

11.Surat keterangan terdaftar dari asal negara

12.Rekomendasi dari kedutaan besar republik indonesia di
Negara Asal

13.Rencana kegiatan kantor perwakilan/realisasi kegiatan di
Indonesia (untuk perpanjangan)

14.Rekomendasi dari Dirjen Migas

15.Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar
16.Maf warna hijau jeruk 2 (dua) lembar

B Prosedur
€ CUSTOMER SERVICE KEPALA
R :> 1. Menerima berkas DPMPTSP
<: permohonan <:l Tanda tangan
2. Menyerahkan SK SK
PEMOHON
KEPALA SEKSI
1. Meneliti keabsahan berkas
2. Peninjauan lapangan
3. Koordinasi dengan dinas KEPALA
terkait E> BIDANG
4. Pembuatan BAP Memaraf draf
5. Paraf Draf SK SK
Keterangan :
¢ Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran
* Petugas Pendaftaran menerima berkas administrasilzinpendirian
gedung/kontainer bahan peledak di daerah operasional daratan.
k7. Meneliti keabsahan berkas, memverifikasi, membuat berita
acara pemeriksaan lapangan,pembuatan SK
18. Kabid Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial memaraf draf SK
19.  Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatanganiSK
Penyerahan SK
3 Waktu pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.
4. Biaya /tariff Gratis
. Produk layanan Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor
minyak dan gas.
6. Pengelolaan pengaduan | Email : dpmptsp@jambikota.go.id
Telp - 0?41- 42992/ 41706
SMS : 08117441592

Kotak saran Petugas informasi dan pengaduan




52.IZIN PENDIRIAN DAN USAHA DEPOT LOKAL

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

. Kepmenindag No. 651/MPP/ker/10/2004 tentang Persyaratan

Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan

. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

492 /MENKES/PER/V/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air
Minum.

. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43

Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 36

Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang

PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan pelayanan

(=}

NoOunphwWh

. OSS (Email KTP,NPWP Pribadi/Untuk Prusahaan NPWP
perusahaan dan Akta)

. Print dan Izin Usaha lainya yang diperoleh dari OSS

. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

. Bukti pembayaran PBB Tahun berjalan

. Rekomendasi dari lurah dan Camat

. Photo copy KTP

. Photocopy akte notaris pendirian perusahan berbadan
hukum/anggaran dasar (SK Menkumham dan Lampiranya
khusus PT/AHU Online untuk CV

. Photo copy sertifikat tanah/IMB/sewa menyewa

. Photocopy surat izin tempat usaha (SITU)

. Dokumen lingkungan dari OPD terkait

. Photo copy NPWP

. Biodata perusahaan

. Peta lokasi

. Data mengenai kapasitas penyimpanan

. Data perkiraaan penyaluran

. Inivestarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan

. Rekomendasi dari pertamina atau produsen atau perusahaan

induk

. Rekomendasi dari OPD terkait
. Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
. Maf warna hijau jeruk 2 (dua) lembar




Prosedur

CUSTOMER SERVICE KEPALA

|:> 1. Menerima berkas DPMPTSP

permohonan Tanda tangan

PEMOHON

K

1.
2.

3.

4.

5
6

2. Menyerahkan SK SK

1

KEPALA SEKSI
Meneliti keabsahan berkas
Peninjauan lapangan
Koordinasi dengan dinas I:> KEPALA

o

terkait BIDANG
4. Pembuatan BAP Memaraf draf
5. Paraf Draf SK SK

eterangan :

Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran

Petugas Pendaftaran menerima berkas administrasilzinpendirian
gedung/kontainer bahan peledak di daerah operasional daratan.
Meneliti keabsahan berkas, memverifikasi, membuat berita
acara pemeriksaan lapangan,pembuatan SK

Kabid Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial memaraf draf SK

. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatanganiSK

. Penyerahan SK

Waktu pelayanan

sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.

Biaya /tariff

G

ratis

Produk layanan

Izin pendirian dan usaha depot lokal

Sarana,Prasarana
dan/atau fasilitas

RS0 Ao TP

arana:
. Perangkat komputer
. Alat Tulis Kantor
. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
. Blanko/Formulir Izin
. Brosur pengurusan izin
Papan informasi dan persyaratan izin

. Telepon

. Website

Prasarana :

o ®

= T I S - Vo)

Loket Informasi

Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)

Loket Pengaduan

Loket pengambilan izin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman parkir

Kompetensi Pelaksana

S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika

SMA dan SMK

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Lulus Diklat PTSP

Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan internal

. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

. Dilaksanakan secara kontinyu

10.

Penanganan
pengaduan,saran dan
masukan

el 12 Rl

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :

Petugas Pengaduan

Surat

Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;

Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592

paoop




e. Email :dpmptsp@jambikota.go.id
f. Website melalui alamat http://dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http:/ /dpmptsp.jambikota.go.id

3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;

4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :

5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau

tertulis.
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12, Jaminan Pelayanan Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13, Jaminan Keamanan dan 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
keselamatan Pelayanan cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
2. Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Dinas
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




S53.IZIN MENDIRIKAN DAN USAHA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR
UNTUK UMUM ATAU (SPBU)

NO

KOMPONEN

URAIAN

1s

Dasar Hukum

. Perpres No0.43 Tahun 2018 tentang Penyedian, Pendistribusian

dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

. Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018 tentang Penyaluran

BBM, BBG dan LPG

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

- Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang

PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta
Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Jambi;

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan
pelayanan

1

. 0SS (Email, KTP,NPWP Pribadi/Untuk Prusahaan NPWP
perusahaan dan Akta)

. Print NIB dan izin usaha lainya yang diperoleh dari OSS

. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi
. Bukti pembayaran PBB Tahun berjalan

Rekomendasi dari lurah dan Camat

. Photo copy KTP DAN NPWP

Photocopy akte pendirian perusahaan dan biodata perusahaan,
peta lokasi

Photo copy sertifikat tanah /IMB/sewa menyewa

Photocopy surat izin tempat usaha (SITU)

. Data mengenai kapasitas penyimpanan

. Data perkiraaan penyaluran

. Investarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan

. Rekomendasi dari pertamina atau produsen atau perusahaan

induk
Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
. Maf warna hijau jeruk 2 (dua) lembar

Prosedur/Mekanisme

¥ PEHE <:1 DPMPTSP

permohonan
<:] 2. Menyerahkan SK Tanda tangan

PEMOHON

SK
KEPALA SEKSI
. Meneliti keabsahan berkas

. Peninjauan lapangan
. Koordinasi dengan dinas |:> KEPALA

WK ==

terkait BIDANG
4. Pembuatan BAP Memaraf draf
5. Paraf Draf SK SK

Keterangan :

1
2

3.

Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran
Petugas Pendaftaran menerima berkas administrasilzinpendirian
gedung/kontainer bahan peledak di daerah operasional daratan.

Meneliti keabsahan berkas, memverifikasi, membuat berita acara
pemeriksaan lapangan,pembuatan SK

Kabid Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial memaraf draf SK

. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatanganiSK
. Penyerahan SK




% Walstyy pelayansn sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.
5. Biaya /tariff Gratis
6. Produk layanan Izin mendirikan dan usaha stasiun pengisian bahan bakar (SPBU)
T Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman parkir
8. Kompetensi Pelaksana - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
- SMA dan SMK
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. Pengawasan internal 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
10. Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
pengaduan,saran dan Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
T dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
a. Petugas Pengaduan
b. Surat
c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
d. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
e. Email :dpmptsp@jambikota.go.id
f. Website melalui alamat http://dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan prinsip
pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. Jaminan Keamanan dan | 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap
keselamatan Pelayanan stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
2. Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Dinas
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




54.1ZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN (ONLINE/SILANCAR)

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang
Peternakan Dan Kesehatan Hewan Pasal 68

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :
2017 tentang Oteritas Vetariner

4. Peraturan Menteri
02/Permentan/OT.140/1/2010
Jasa Medik Vereriner

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

6. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Tahun

Pertanian Nomor
tentang Pedoman Pelayanan

Persyaratan pelayanan

1. Permohonan kepada Walikota Jambi CQ.Kepala DPMPTSP Kota
Jambi

KTP pemohon

Photocopy ljazah yang dilegalisir

Photocopy PDHI yang masih berlaku

Photocopy STRV yang diterbitkan oleh PDHI

Upload sertifikat kompetensi dokter hewan

Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar
Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Semua berkas di upload ke sistem SILANCAR

00 No ok K

Prosedur

KASI IP2NP KESOS
Menerima dan
Meneliti
kelengkapan
herkas

4Ll

KASI P2NPUK KESRA
Meneliti kelengkapan
berkas

Input
berkas ke
sistem
Silancar

KEPALA
DPMPTSP
Tanda tangan
SK

1T

KEPALA BIDANG
Meneliti
keabsahan
berkas

=

PEMOHON

Keterangan :

7. Pemohon memasukan berkas di sistem SILANCAR

8. Kasi [P2NP KESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas
serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan
berkas dan pada saat berkas sudah selesai

9. Kasi P2NPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas

10. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian
dan Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas

11: Kepala DPMPTSP Kota Jambi
menandatangani SK.

Waktu pelayanan

sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.

Biaya /tariff

Gratis




6. Produk layanan Izin Praktek Dokter Hewan
7 Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman parkir
8. Kompetensi Pelaksana - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
- SMA dan SMK
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. Pengawasan internal 3. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
4. Dilaksanakan secara kontinyu
10. Penanganan 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
pengaduan,saran dan Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
FARIER dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
7. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
i. Petugas Pengaduan
j- Surat
k. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
1. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
m. Email :dpmptsp@jambikota.go.id
n. Website melalui alamat http://dpmptsp.jambikota.go.id
0. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
8. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
9. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
10. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yvang prima dan sepenuh hati
13. Jaminan Keamanan dan 8. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
keselamatan Pelayanan cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
9. Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Dinas
10. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




55.1ZIN USAHA PERIKANAN DAN PETERNAKAN

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

OB W

(o)}

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

. Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan

Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perikanan
Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 49/Permen-
KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang

PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta
Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Jambi;

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan
pelayanan

1. OSS (Email, KTP,NPWP Pribadi/NPWP) Perusahaan dan Akta)
2.Print NIB dan Izin Usaha Lainya yang diperoleh dari OSS
3.Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi
4.Photocopy Sertifikat tanah /IMB/sewa menyewa (khusus
bangunan permanen)

S5.Photo copy tanda pelunasan PBB tahun berjalan
6.Photocopy KTP

7.Photo Copy NPWP

8.Photocopy akte notaris pendirian perusahan berbadan
hukum/ Anggaran Dasar (SK Menkumham dan Lampiranya
(Khusus PT) / AHU Online untuk CV

9.1zin lokasi perluasan usaha (Khusus untuk kepala cabang)
10.Surat penunjukan kepala cabang dan NIB pusat (jika
perusahaan cabang dijambi)

11.Jika yang bersangkutan tidak mengurus
langsung,dilampirkan surat kuasa bermaterai Rp.6000

12.Pas photo berwarna 3x4 cm sebanyak 3 lembar
13.Rekomendasi dari Lurah dan Camat

14.Semua berkas permohonan disusun dalam map kulit jeruk
warna hijau

Prosedur

&, CUSTOMER SERVICE
> CUSTOMER SERVICE KEPALADP
ftﬂ'\ 3. Menerima berkas <:l MPTSP

permohonan Tanda tangan
4. Menyerahkan SK SK

PEMOHON | |

KEPALA SEKSI
e Meneliti keabsahan berkas
¢ Peninjauan lapangan KEFALABID
A . i . ANG
¢ Koordinasi dengan dinas terkait Paraf draf SK
e Pembuatan BAP
e Paraf Draft SK
Keterangan :

1.
2.
3.

<39)

Pemohon memasukan berkas di loketpendaftaran
PetugasPendaftaran menerima berkas

Meneliti keabsahan berkas, memverifikasi, membuat berita acara
pemeriksaan lapangan,pembuatan SK,penetapan retribusi daerah

. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan

Kesejahteraan Sosialmemaraf draf SK

. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK

Penyerahan SK




4. | Waktu pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.
Biaya /tarif Gratis
6. | Produk layanan Surat izin Tempat Usaha
7. | Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)dan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
c. Loket Pengaduan
d. Loket pengambilan izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman parkir
8. | Kompetensi - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
Pelaksana - SMA dan SMK
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. Pengawasan internal | 5. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
6. Dilaksanakan secara kontinyu
10. | Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
pengaduan saran Kota Jambi menangani pcng?.dqan yang berhubungan langsung
dan masukan dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
a. Petugas Pengaduan
b. Surat
c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
d. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
e. Email :dpmptsp@jambikota.go.id
f. Website melalui alamat http://dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
11. | Jumlah Pelaksana 6 orang
12. | Jaminan Pelayanan Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan prinsip
pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. | Jaminan Keamanan 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap
dan keselamatan stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Pelayanan 2. 31;1;2; izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




56.SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang

PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta
Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Jambi,

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan
pelayanan

1.Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi

2.Photo copy tanda pelunasan PBB tahun berjalan
3.Photocopy KTP

4 .Proposal Penelitian dalam bahasa indonesia

S5.Surat Pernyataan untuk siap mentaatidan tidak melanggar
peraturan Per Undangan-undangan yang berlaku

6.Surat Pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan
dokumen /berkas yang diserahkan

7.Pas photo berwarna 3x4 cm sebanyak 3 lembar

8.Bagi peneliti,kelompok,badan usaha atau organisasi
kemasyarakatan wajib melampirkan photocopy Akta Pendirian
Perusahaan berbadan hukum / Anggaran Dasar (SK
Menkumham dan Lampiranya (Khusus PT) / AHU Online untuk
CV

9.Semua berkas permohonan disusun dalam map kulit jeruk
warna hijau

Prosedur

& CUSTOMER SERVICE KEPALA
1y r
lﬁﬁ‘ 1.Menerima berkas : DPMPTSP

permohonan
2.Menyerahkan SK Tandg Itzngan

PEMOHON ‘L’L ﬁ

PALA SEKSI
Meneliti keabsahan berkas

Peninjauan lapangan |:>

KEPALA
BIDANG
Paraf draf SK

Koordinasi dengan dinas terkait
Pembuatan BAP
Paraf Draft SK

Keterangan :

4,
9.
6.

9.

10.

Pemohon memasukan berkas di loketpendaftaran
Petugas Pendaftaran menerima berkas
Kepala Seksi Meneliti keabsahan berkas, memverifikasi, membuat
berita acara pemeriksaan lapangan,pembuatan SK,penetapan
retribusi daerah
Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial memaraf draf SK

Kepala DPMPTSP Kota Jambi
menandatangani SK

11.Penyerahan SK

Waktu pelayanan

sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.

Biaya /tarif

Gratis




7. | Sarana,Prasarana Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/Formulir Izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan informasi dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana :
i. Loket Informasi
j- Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis
Perizinan (Back Office)
k. Loket Pengaduan
1. Loket pengambilan izin
m. Loket Kasir/Bendahara
n. Ruang Penyimpanan Arsip
o. Ruang Tunggu
p- Halaman parkir
8. Kompetensi - S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika
Pelaksana - SMA dan SMK
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Lulus Diklat PTSP
- Mampu mengoperasikan komputer
9. Pengawasan internal | 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
10. | Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
pengaduan,saran Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung
dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
dan masukan g
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :
a. Petugas Pengaduan
b. Surat
c. Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
d. Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
e. Email :dpmptspwjambikota.go.id
f. Website melalui alamat http://dpmptsp.jambikota.go.id
g. Survey kepuasan masyarakat melalui alamat
http://dpmptsp.jambikota.go.id
3. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
11. | Jumlah Pelaksana 6 orang
12. | Jaminan Pelayanan Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan prinsip
pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13. | Jaminan Keamanan 1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
dan keselamatan cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Pelayanan 2i gt;:; izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.




57.1ZIN KERAMAIAN

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

. Peraturan Pemerintah republik Indonesia No.60 2017 tentang
Cara Perizinan dan Pengawasan Keramaian Umum, Kegiatan
Masyarakat lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan politik

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
PerubahanAtasPeraturanWalikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016
TentangKedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan pelayanan

. Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi
. Bukti pembayaran retribusi kebersihan

. Bukti retribusi parkir

. Rekomendasi dari Dinas Kesbangpol Kota Jambi

. Photo copy KTP

. Photo copy izin SITU dan TDP

Maf warna hijau jeruk 2 (dua) lembar

NONAWN -

Prosedur/Mekanisme

permohonan C:I DEMPISP
2. Menyerahkan SK Tanda tangan

‘ CUSTOMER SERVICE
ﬁg;\ :> 1. Menerima berkas KEPALA

PEMOHON

SK

{1

KEPALA SEKSI
1. Meneliti keabsahan berkas
2. Peninjauan lapangan
3. Koordinasi dengan dinas |:> KEPALA

terkait BIDANG
4. Pembuatan BAP Memaraf draf
5. Paraf Draf SK SK

Keterangan :

on » w Ne

Pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran

Petugas Pendaftaran menerima berkas administrasi
Izinkeramaian

Meneliti keabsahan berkas, memverifikasi, membuat berita
acara pemeriksaan lapangan, pembuatan SK

Kabid Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial memaraf draf SK

. Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK

. Penyerahan SK

Waktu pelayanan

sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang
diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaian.

Biaya /tariff

Gratis

o

Produk layanan

Izin keramaian

Sarana,Prasarana
dan/atau fasilitas

a
b
c
d
e
f.

. Perangkat komputer
. Alat Tulis Kantor
. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
. Blanko /Formulir 1zin
. Brosur pengurusan izin
Papan informasi dan persyaratan izin




g. Telepon

h. Website
Prasarana :

a. Loket Informasi

b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)Jdan Tim Teknis

Perizinan (Back Office)
Loket Pengaduan

Loket pengambilan izin
Loket Kasir/Bendahara
Ruang Penyimpanan Arsip
Ruang Tunggu
Halaman parkir

PR ™o a0

Kompetensi Pelaksana

- S1 Hukum,Ekonomi dan Teknologi Informatika

- SMA dan SMK

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Lulus Diklat PTSP

Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan internal

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
Dilaksanakan secara kontinyu

10.

Penanganan
pengaduan,saran dan
masukan

IS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jambi menangani pengaduan yang berhubungan
langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
6. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan,saran dan
masukan melalui :

Petugas Pengaduan
Surat
Kotak Pengaduan,saran dan masukan ;
Telepon 0741-42992/41706 dan SMS 08117441592
Email :dpmptsp@jambikota.go.id
Website melalui alamat http://dpmptsp.jambikota.go.id

RO R0 TR

Survey kepuasan masyarakat melalui alamat

http://dpmptsp.jambikota.go.id

7. Pengaduan yang disampaikan secaralangsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengetahuan atasan/pimpinan ;

8. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :

9. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.

11.

Jumlah Pelaksana

6 orang

12.

Jaminan Pelayanan

Pelayanan Didukung oleh petugas yang berkompoten dengan
prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati

13.

Jaminan Keamanan dan
keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/Surat Keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/Surat Keputusan izin menggunakan kertas barkode
Dinas

3. Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.

14.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 06 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

FAHMI, SP
196702051998031004
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